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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N  
Nomor :  34/G/2011 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama dengan acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI  BARISAN NASIONAL,  yang  diwak i l i  

o leh  :  -

1. Nama : H.  ACHMAD FAUZIE

Kewarganegaraan : Indones ia

Jabatan : Ketua  Umum DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l

Alamat : Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  Ja lan  Tebet  Bara t  IV  Nomor  35,  

Jakar t a  Sela tan .

2. Nama : STEFANUS NICOLAS PATTY

Kewarganegaraan  : Indones ia

Jabatan : Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l

Alamat : Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  Ja lan  Tebet  Bara t  IV  Nomor  35,  

Jakar t a  Sela tan .

Halaman 1 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah  Tangga Par ta i  Bar i san  Nasiona l  dan  

mandat  yang  dibe r i k an  sesua i  dengan  Sura t  

Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Nomor  :  

03/2011  tangga l  24  Pebruar i  2011,  da lam 

hal  in i  member ikan  kuasa  khusus  

kepada  LODIUS  TOMASOA,  S.H. ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Pengacara ,  bera lamat  d i

Ja lan    Prapatan    I I ,    Kelu rahan  

Senen,     Kecamatan  Senen,  Jakar ta  Pusat ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

25  Pebruar i  2011,  yang  se lan ju t nya  

pember ian  kuasa  te rsebu t  d icabu t  

berdasarkan  sura t  Nomor  :  1139/SK.E/DPP-

PBN/VI I / 2011  tangga l  1  Ju l i  2011  Per iha l  

Pembata lan  dan  Pencabutan  Kuasa  Khusus  

Sdr .  Lod ius  Tomasoa,  S.H. ,  dan  pada  

tangga l            4 Ju l i  2011 Ketua  Umum 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

H.  ACHMAD  FAUZIE  meningga l  dun ia ,  

seh ingga  berdasarkan  Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  8  Tahun  2011  Tangga l  8  Ju l i  2011  

mengangkat  Sdr .  RUDI  ANDRIES  da lam 

jaba tan  sebaga i  Pelaksana  Tugas  (PLT)  

Ketua  Umum Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  untuk  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  .

………………………………………..…..  PENGGUGAT ;  

L A W A N :

1. MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  

berkedudukan  di  Ja lan  Rasuna  Said  Kav.6 -

7,  Kuningan ,  Jakar ta  Sela tan ,  da lam  hal  

in i  member i  Kuasa  Khusus  kepada  Di rek tu r  

Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum  Umum 

Depar temen  Hukum dan  Hak  Asas i  Manus ia  

Republ i k  Indones ia  berdasarkan  Sura t  

kuasa  Khusus  te r t angga l  4 Apr i l  2011  dan  

se lan ju t nya  member i kan  Kuasa  Subst i t u s i  

kepada  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ASYARIE  SYIHABUDIN  R. ,  S.H. ,  M.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - -

2. JOSI  BESAR SUGIARTO,  S.H. ,  M.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

3. ARIO  PRIOJATI ,  S.H. ,  M.Si .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. MAFTUH,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. A.  AHSIN  THOHARI,  S.H. ,  M.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. LANANG DWI  KURNIAWAN,  S.H. ,  M.H.  ;  

Halaman 3 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - -

7. DARU  CATUR  WIJAYANTO,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semuanya  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum Kementer i an  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  berdasarkan  

Sura t  Kuasa Subst i t u s i  te r t angga l  5 Apr i l  

2011,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT ;

2. DEWAN PIMPINAN  PUSAT  PARTAI  BARISAN  NASIONAL,  yang  

diwak i l i  o leh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Nama : I r .  H.  MUHAMMAD ARFAN

Kewarganegaraan : Indones ia

Jabatan : Ketua  Umum  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l

Alamat : Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  Ja lan  DR.  Sahar jo  Nomor  111  

Gedung  Gajah  Blok  AK,  Jakar t a  

Sela tan .

2. Nama : STEVEN RUMANGKANG

Kewarganegaraan  : Indones ia

Jabatan : Sekre ta r i s  Jendera l  DPP  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  Ja lan  DR.  Sahar jo  Nomor  111  

Gedung  Gajah  Blok  AK,  Jakar t a  

Sela tan .

Berdasarkan  Akta  Penyempurnaan  

Organ isas i  Anggaran  Dasar  dan 

Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  (Par ta i  BARNAS)  Nomor  01 

Tangga l  5  Oktober  2010  d i  buat  d i  

hadapan  DEBRA  T.C.  SCHRAM,  S.H.  

Notar i s  dan  PPAT di  Tangerang ,  da lam 

hal  in i  member ikan  kuasa  kepada  

MATIUS  DJAPA NDODA,  S.H.  dan  DAPPA 

DEDI,  S.H. ,  Keduanya  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Penaseha t  Hukum  pada  “LAW 

FIRM MATIUS DJAPA,  DAPPA DEDI  & ASS”,  

bera lamat  d i  Ja lan  Rahwana 3 Nomor  9 

RT.03/RW.04,  Perumnas  2  Karawac i ,  

Kelu rahan  Cibodas  Baru ,  Kecamatan  

Cibodas ,  Kota  Tangerang ,  Prov ins i  

Banten  15138,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  11  Apr i l  2011,  

untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  . .

…………………… TERGUGAT I I  INTERVENSI ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ,  te l ah  

membaca :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  

:  34/PEN- DIS/2011 /PTUN- JKT. ,  te r t angga l  3  Maret  2011  

ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  dengan  acara  

biasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

Nomor:  34/PEN/2011/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  3  Maret  2011  

ten tang  penetapan  Susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  Nomor  :  34/PEN- HS/2011/PTUN- JKT,  te r t angga l  7  

Maret  2011  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Putusan  Sela  Nomor  :  34/G/2011 /PTUN- JKT.  Ter tangga l  25  

Apr i l  2011  ten tang  masuknya  Permohonan  In te r vens i  dar i  

DEWAN PIMPINAN  PUSAT  PARTAI  BARISAN  NASIONAL  (yang  

diwak i l i  o leh  I r .  H.  MUHAMMAD ARFAN dan STEVEN RUMANGKANG) 

dan didudukkan  sebaga i  Terguga t  I I  In te r vens i  ;  - - - - -

- Berkas  perkara  yang  bersangku tan ,  a la t  bukt i  para  p ihak  

yang  bersengke ta ,  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dan  

mendengar  kete rangan  para  pihak  yang  bersengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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kepada  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  28  

Pebruar i  2011,  yang  di te r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  1  Maret  

2011,  d i  bawah Regis te r  perkara  Nomor  :  34/G/2011 /PTUN.JKT. ,  

dan  dipe rba i k i  da lam s idang  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  28  

Maret  2011,  yang  mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBJEK GUGATAN

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011,  te r t angga l  31  

Januar i  2011,  Tentang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  

Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010 Sampai  Kongres  I .  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT mengetahu i  te rb i t n ya  OBJEK GUGATAN te rsebu t  

pada  tangga l  23 Februar i  2011  ket i ka  mener ima  fo tokop i  OBJEK 

GUGATAN dar i                  Sdr .  Joss i ,  Kasubd i t  Hukum Tata  

Negara ,  Di t j en  AHU, Kementer i an  Hukum dan HAM, namun demik ian  

penga juan  gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

dipe rkenankan  o leh  pera tu ran  perundang- undangan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KRONOLOGIS PERKARA SERTA ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN 

GUGATAN TERHADAP TERGUGAT.

Krono log i s  Perkara

A. Berd i r i n ya  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  sampai  Pemi lu  2009.

Halaman 7 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.
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Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d id i r i k an  di  Jakar t a  pada tangga l  

1 Oktober  2007 oleh  82 (de lapan  puluh  dua)  orang  pend i r i .  

Akta  Pendi r i an  te rmasuk  Susunan  Pendi r i ,  Susunan  Dewan 

Pimpinan  Pusat ,  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  

Par ta i  d ibua t  d ihadapan  Notar i s  Aswendi  Kamul i ,  S.H.  

dengan  Akta  Pendi r i an  Organ isas i  Nomor  02  Tangga l  1 

Oktober  2007.  - - - - - - - - -

Jumlah  anggota  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  ada lah  49  (empat  pu luh  sembi lan )  orang ,  yang  

te rd i r i  dar i  5  ( l ima )  orang  Dewan Pembina  dan  44  (empat  

pu luh  empat )  orang  Pengurus  Har ian  DPP dengan  Masa Bhakt i  

2007- 2012,  dengan  kepengurusan  in t i  adalah  sbb. :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dewan Pembina

Dewan Pembina  :  Pro f .  DR.  Haryono ,  MBA.

Wkl .  Ketua  Ketua  :  Prof .  DR.  Agust i nus  Mone

Sekre ta r i s  :  Pro f .  DR.  Gant ja r  Siswantho ,  Ak.  MBA

- Pengurus  Har ian

Pj .  Ketua  Umum :  Pro f .  DR. I r .  H.M.  Roy Sembel ,  MBA.

Wkl .  Ketua  Umum :  DR.  H.  Muchtar  Tumin ,  SK,  MSc.

Wkl .  Ketua  Umum :  DR.  Raden Mas M. Gempar  Soekarnopu t ra ,  

SH,  Mhum.

Sekre ta r i s  Jendera l  :  Pro f .  DR.  K.H.  Rusmana  Kelana ,  

S. IP .

Bendahara  Umum :  Ny.  Hj .  Zai r i na  P.  Si regar ,  SH.

Pendi r i an  par ta i  in i  d ida f t a r kan  ke  Depar temen  Hukum dan  
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HAM pada  tahun  2007.  Namun sehubungan  dengan  ber lakunya  

Undang- Undang  No.  2  tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  

d imana  set i ap  Par ta i  Pol i t i k  d iwa j i bkan  anta ra  la i n ,  

menyer takan  30  persen  gender  perempuan  dalam  susunan  

pend i r i  dan  kepengurusan ,  ser ta  waj ib  mengiku t i  

ver i f i k a s i .  Maka  bag i  par ta i - par ta i  yang  d id i r i k an  

sebe lum  ber lakunya  keten tuan  undang- undang  te rsebu t  

te rmasuk  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  d iha ruskan  melakukan  

penyesua ian  untuk  dapat  lu l us  da lam  ver i f i k a s i  par ta i  

tahun  2008.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka berdasarkan  Bab XVI I I  Pasal  52 Anggaran  Rumah Tangga  

Par ta i  ten tang  penyesua ian  berupa  perubahan  /  penambahan,  

bi l amana  Undang- Undang  Par ta i  Pol i t i k  yang  baru  (da lam  

hal  in i  UU No.  2  Tahun  2008)  d ibe r l a kukan ,  dan  mela lu i  

Sura t  Keputusan  Rapat  Pleno  Diper l uas  Dewan  Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  te r t angga l  14  Februar i  

2008,  d i te t apkan  untuk  mengadakan  penyesua ian  seper l unya  

atas  Susunan  Organ isas i  Dewan Pimpinan  Pusat  dan  AD/ART 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  Untuk  i t u  Keputusan  Rapat  Pleno  

DPP te rsebu t  member ikan  mandat  kepada  5  ( l ima )  orang  

pengurus  DPP yang  te rd i r i  dar i  Sdr .  Muchtar  Tumin ,  Sdr .  

Gempar  Soekarnoput ra ,  K.H.  Rusmana Kelana ,  Ny.  Zai r i na  P.  

Si regar ,  dan  Sdr .  Simon  F.  Rehat ta  untuk  menghadap  

Notar i s  Zakar i as  Omawele ,  SH di  Jakar t a ,  pada  har i  yang  

sama,  dan  menuangkan  keputusan  te rsebu t  da lam  Akta  

Notar i s  No.  13  tangga l  14  Februar i  2008.  

Halaman 9 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah  Pendi r i  Par ta i  ber tambah  menjad i  103  orang  dan  

jumlah  anggota  pengurus  d i  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  menjad i  63  orang,  yang  te rd i r i  dar i  5  

orang  Dewan  Pembina  dan  58  orang  Pengurus  Har ian  DPP 

untuk  Masa Bhakt i  2007- 2012,  dengan  anggota  da lam susunan  

kepengurusan  in t i  te tap  seper t i  semula .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  mengiku t i  ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k  tahun  2008  

yang  diadakan  oleh  Depar temen  Hukum  dan  HAM,  maka 

dipe ro l eh  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan HAM No.  M.HH-

27.AH.11 .01  Tahun  2008  tangga l  3  Apr i l  2008  yang  

mengesahkan  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  sebaga i  BADAN HUKUM, 

dan  dimuat  da lam  Lembaran  Negara  RI  No.  36  Tahun  2008.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  perkembangannya  menghadap i  Pemi lu  tahun  2009,  

p impinan  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  mengalami  beberapa  

ka l i  perubahan  mela lu i  Keputusan  Rapat  Pleno  Diper l uas  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perubahan  Per tama :

- Ketua  Umum,  dar i  Pro f .  DR.  H.M.  Roy  Sembel  ke  Vence  

Rumangkang

- Sekre ta r i s  Jendera l ,  dar i  Pro f .  DR.  K.H.  Rusmana Kelana ,  

SIP ke Komjen  Pol .  (Purn )  H.  Dadang Garn ida ,  SH,  MBA.
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- Bendahara  Umum, dar i  Ny.  Zai r i na  P.  Si regar  ke Ny.  Mei ta  

Wal la  Gerungan,  SE,  MM.

Perubahan  te rsebu t  sudah  dida f t a r kan  ke  Menter i  Hukum dan  

HAM dan  mendapat  pengesahan  mela lu i  Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  HAM No.  M.HH-72.AH.11 .01  Tahun  2008  

tangga l  10 September  2008.  - - - - - - - - - - - - - - - -

Perubahan  Kedua :

- Ketua  Umum -  Vence Rumangkang ( te t ap ) .

- Sekre ta r i s  Jendera l  -  Komjen  Pol .  (Purn )  H.  Dadang 

Garn ida ,  SH,  MBA ( te t ap ) .

- Bendahara  Umum, dar i  Ny.  Mei ta  Wal la  Gerungan,  SE,  MM ke  

Hangky  Gerungan.

Perubahan  te rsebu t  sudah  dida f t a r kan  ke  Menter i  Hukum dan  

HAM dan  mendapat  pengesahan  mela lu i  Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  HAM No.  M.HH-05.AH.11 .01  Tahun  2009  

tangga l  25 Maret  2009.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Keadaan Par ta i  Pasca  Pemi lu  2009

Sete lah  Pemi lu  2009,  Sdr .  H.  Dadang  Garn ida  mengajukan  

pengunduran  di r i n ya  dar i  jaba tan  sebaga i  Sekre ta r i s  

Jendera l  par ta i  secara  te r t u l i s  mela lu i  sura t  pengunduran  

di r i  yang  di tu j u kan  kepada  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

te r t angga l  22  Jun i  2009.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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Pengunduran  in i  berak iba t  jaba tan  Sekre ta r i s  Jendera l  

menjad i  lowong  karena  pejaba tnya  berha langan  te tap .  

Kemudian  dike tahu i  bahwa  Sdr .  Vence  Rumangkang  sebaga i  

Ketua  Umum, secara  sep ihak  tanpa  mela lu i  Rapat  Pleno  DPP,  

te lah  mengangkat  Sdr .  Muhammad Ar fan ,  sa lah  seorang  dar i  

unsur  Ketua  Bidang  DPP,  untuk  menjabat  sebaga i  Pl t .  

Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Padaha l  sesua i  dengan  keten tuan  yang  dia tu r  da lam 

Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Bab  XI I  

Pasa l  38 ayat  1,  untuk  ke jad ian  serupa  i t u ,  j i ka  jaba tan  

Sekre ta r i s  Jendera l  lowong  seharusnya  sebaga i  Pelaksana  

Tugas  (P l t . )  d iber i kan  kepada  sa lah  satu  dar i  beberapa  

Waki l  Sekre ta r i s  Jendera l  yang  ada.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Sehingga  je l as l ah  dalam  ha l  in i  Sdr .  Vence  Rumangkang  

sudah  melakukan  pelanggaran  atas  keten tuan  dalam Anggaran  

Rumah Tangga par ta i .  - - - - - - - - - - -

Sela in  i t u  Sdr .  Vence  Rumangkang  sebaga i  Ketua  Umum DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  t i dak  pernah  seka l i pun  

mengadakan  rapa t  p leno  DPP se jak  berakh i r nya  Pemi lu  2009,  

ba ik  pada  saat  Kantor  DPP  masih  berada  di  Ja lan  

Gunawarman No.32,  Kebayoran  Baru ,  Jakar t a  12810,  dan pada  

saat  p indah  menumpang  di  Kanto r  DPD Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  DKI  Jakar ta  d i  Ja lan  Blora  No.  18,  Menteng,  

12
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Jakar ta  Pusat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sementara  i t u ,  banyak  keputusan  par ta i  yang  dibua tnya  

secara  d iam- diam tanpa  mela lu i  Keputusan  Rapat  Pleno  DPP,  

seh ingga  melanggar  AD/ART.  Misa lnya  yang  te r j ad i  pada  

Keputusan- Keputusan  yang  dike lua rkan  Ketua  Umum Sdr .  

Vence  Rumangkang  untuk :  pengangkatan  Tim- 9  DPP untuk  

Pi l kada ;  dukungan  kepada  Calon  Pi l kada ;  pemberhent i an  

pengurus  DPD/DPC;  dan  mengangkat  Care take r .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga i  Ketua  Umum,  Sdr .  Vence  Rumangkang  juga  t i dak  

pernah  melaporkan  per tanggung jawaban  atas  kepengurusan ,  

dan  t i dak  pernah  membuat  per tanggung  jawaban  pener imaan  

dan  penge lua ran  keuangan  tahunan  ke  Rapat  Pleno  DPP,  

padaha l  d iwa j i b kan  sesua i  Pasa l  37  UU No.  2   Tahun  2008  

pada  Bab  XV  Keuangan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahkan  Sdr .  Vence  Rumangkang  sebetu lnya  secara  diam- diam 

se jak  bulan  Apr i l  2010 sudah  hengkang  dar i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  karena  sudah  membuat  pernya taan  te r t u l i s  bahwa 

te l ah  mengundurkan  di r i  sebaga i  Ketua  Umum dan  Anggota  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  untuk  persyara tan  agar  dapat  

d i te r ima  sebaga i  anggota  Par ta i  Demokra t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan kembal i  tanpa  perse tu j uan  Rapat  Pleno  DPP,  mengangkat  

/  menunjuk  Sdr .  H.  Muhammad  Ar fan  yang  tad inya  Pl t  
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Sekre ta r i s  Jendera l  menjad i  Pl t .  Ketua  Umum dan  Sdr .  

Steven  Rumangkang  sa lah  seorang  Ketua  Bidang  DPP menjad i  

Pl t .  Sekre ta r i s  Jendera l .  Kembal i  da lam  hal  in i  Sdr .  

Vence  Rumangkang  melakukan  pe langgaran  Anggaran  Rumah 

Tangga par ta i .  - - - - - - -

Padaha l  Sdr .  Vence  Rumangkang  sudah  t i dak  menjad i  Ketua  

Umum dan  Anggota  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  karena  menjad i  

anggota  par ta i  la i n ,  set i daknya  se jak  d i l an t i k  menjad i  

Anggota  Dewan Pembina  Par ta i  Demokra t  har i  Sabtu ,  tangga l  

20  Jun i  2010.  Ar t i n ya  se jak  waktu  te rsebu t  juga ,  Sdr .  

Vence  Rumangkang  sudah  t i dak  memi l i k i  hak  dan  kewenangan  

apapun  sebaga i  anggota  par ta i  dan  Ketua  Umum. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  d ia tu r  pada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

a. Undang- Undang  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  

Pol i t i k ,  pada  Bab  VI I     Pasa l  16  ayat  (1 )  yang  

berbuny i :  “Anggota  Par ta i  Pol i t i k  d iberhen t i k an  

keanggotaannya  dar i  Par ta i  Pol i t i k  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pada  huru f  c  yang  berbuny i :  “menjad i  anggota  Par ta i  

Pol i t i k  la i n ;  atau” ;

- pada  huru f  d yang  berbuny i :  “melanggar  AD dan  ART” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  pada  
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Bab  I I I  Pasal  8  ten tang  dis i p l i n  organ isas i  yang  

bers i f a t  la rangan  adalah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pada  huru f  a yang  berbuny i :  “Set i ap  anggota  di l a r ang  

menjad i  anggota  organ isas i  la i n  yang  se jen i s ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- pada  huru f  d yang  berbuny i :  “Set i ap  anggota  di l a r ang  

melakukan  keg ia tan  yang  ber ten tangan  dengan  AD/ART 

dan  pera tu ran - pera tu ran  la i nnya  dar i  organ isas i  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sdr .  Vence Rumangkang  resmi  menjad i  Anggota  Dewan Pembina  

Par ta i  Demokra t  se jak  di l an t i k  o leh  SBY di  Cibubur  pada  

har i  Sabtu ,  tangga l  20  Jun i  2010.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akiba t  dar i  kesemuanya  i t u ,  maka te lah  te r j ad i  keresahan  

hebat  dan  ket i dak  je l asan  di  in t e rna l  DPP Par ta i  sampai  

ke t i ngka t  daerah  dan konst i t u en  par ta i .

Menanggap i  ha l  te rsebu t ,  maka  atas  in i s i a t i f  dar i  

beberapa  anggota  pengurus  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  

d iadakan lah  per temuan  untuk  membahas  keadaan  par ta i  

seka l i an  acara  berbuka  Puasa  bersama  pada  tangga l  6 

Agustus  2010  yang  ber tempat  di  Kanto r  Par ta i  d i  Ja lan  

Blora  No.18 ,  Menteng,  Jakar t a  Pusat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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c. Per temuan d i  Kanto r  Blora  pada tangga l  6 Agustus  2010.

Tujuan  per temuan  in i  semata  untuk  mencar i  ke je l asan  

ten tang  s i t uas i  par ta i  dan  te r j ad i  secara  spontan i t a s  

bukan  berdasarkan  undangan  resmi  Pimpinan  Par ta i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per temuan  te rsebu t  d ihad i r i  o leh  23  orang  (sesua i  daf ta r  

absen) ,  te rd i r i  dar i  18  (de lapan  belas )  orang  anggota  

pengurus  DPP Par ta i  yang  memi l i k i  Hak  Suara ,  te rmasuk  

dihad i r i  o leh  PENGGUGAT,  dan  la i n  pengurus  sesua i  dengan  

yang  te rcan tum  dalam  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  

HAM Nomor  M.HH-05.AH.11 .01  Tahun  2009,  tangga l  25  Maret  

2009,  sementara  5 ( l ima )  orang  la i n  yang  iku t  menghadi r i  

rapa t  ada lah  dar i  unsur  non  DPP seh ingga  t i dak  memi l i k i  

Hak  Suara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per temuan  in i l a h  yang  kemudian  dik l a im  sebaga i  Rapat  

Pleno  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  menghas i l kan  

keputusan  untuk  menyetu ju i  penun jukan  oleh  Sdr .  Vence  

Rumangkang untuk  mengangkat  Sdr .                        H.  

Muhammad Ar fan  dan  Sdr .  Steven  Rumangkang  sebaga i  Ketua  

Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l .  Pengangkatan  te rsebu t  

d inya takan  dalam  dokumen  yang  disebu t   Notu len  Rapat  

Pleno  DPP 6 Agustus  2010.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  te rnya ta  secara  diam- diam,  dar i  yang  d isebu t  

Notu len  Rapat  Pleno  DPP 6  Agustus  2010,  te l ah  dibua t  

Sura t  Keputusan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  
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Nasiona l  yang  dinya takan  dengan  Akte  Notar i s  d i  hadapan  

Notar i s  Debra  T.C.  Schram,  SH  tangga l  5  Oktober  2010,  

yang  anta ra  la i n  memuat ,  se la i n  mengangkat  mereka  berdua  

sebaga i  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i ,  juga  

mengangkat  Sdr .  Ray  Kal i g i s  sebaga i  Bendahara  Umum dan  

mengis i  kepengurusan  lengkap  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

yang  te rd i r i  dar i  Ketua- Ketua  Bidang,  Waki l - Waki l  Sek jen ,  

Waki l - Waki l  Bendum,  te rmasuk  organ  baru  yang  t i dak  

dikena l  da lam AD/ART Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ya i t u  Dewan 

Penasehat  dan  Pakar ,  dan  juga  menyebut  Per iode  

Kepengurusan  dar i  2010  sampai  Kongres  I .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  per temuan  6  Agustus  2010  te rsebu t ,  t i dak  pernah  

lag i  d iadakan  per temuan,  apa lag i  fo rum  Rapat  Pleno  DPP 

untuk  memi l i h  bahkan  mengesahkan  jaba tan  Bendahara  Umum, 

te rmasuk  Susunan  Pengurus  lengkap  DPP.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. Rapat  Pleno  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  4 

November  dan  Rapat  Pleno  DPP  Diper l uas  Tangga l  10 

November  2010.

Ket idak je l a san  dalam kepemimpinan  par ta i ,  dan penge lo l aan  

pener imaan  keuangan  ser ta  manajemen  par ta i  yang  

di j a l ankan  oleh  3- 4 orang  oknum par ta i  secara  t i dak  sah,  

te rus  ber lan j u t .  Kemudian  te r j ad i  per i s t i wa  pada  

har i  Sabtu  tangga l  24  September  2010  dimana  Kanto r  

Sekre ta r i a t  Par ta i  d i  Ja lan  Blora ,  Menteng,  Jakar ta  Pusat  
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disege l  atas  suruhan  Sdr .  Vence  Rumangkang.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sementara  dar i  berbaga i  in f o rmas i  yang  di te r ima  dar i  

pengurus - pengurus   daerah ,  PENGGUGAT mengetahu i  bahwa 

se lama  Kanto r  Blora  da lam  penyege lan ,  Sdr .  H.  Muhammad 

Ar fan  dan  Sdr .  Steven  Rumangkang  te rus - menerus  

mengeluarkan  berbaga i  Sura t  Keputusan  DPP yang  seharusnya  

hanya  dapat  d ike lua rkan  sete lah  mendapat  mandat  dar i  

rapa t  yang  berkua l i t a s  Rapat  Pleno  DPP.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Hal  in i  menjad ikan  kr i s i s  yang  menjad i   kepr i ha t i n an  yang  

sangat  mendalam bagi  sebag ian  besar  anggota  Pengurus  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  te rmasuk  para  Pendi r i  dan  

Fungs ionar i s  Par ta i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mela lu i  komunikas i  in tens i f  anta r  sesama  Pengurus  DPP,  

Para  Pendi r i  dan  Fungs ionar i s  Par ta i ,  maka d isepaka t i l a h  

untuk  mengadakan  suatu  per temuan  untuk  mencar i  so lus i  

mengatas i  kr i s i s  te rsebu t  dan  melakukan  konso l i das i  

organ isas i .  Per temuan dapat  d i l angsungkan  di  Hote l  Sul tan  

pada  tangga l  4  November  2010.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per temuan di  Hote l  Sul tan  te rsebu t ,  d ihad i r i  dan didukung  

oleh  50  ( l ima  pu luh)  orang  peser ta  yang  49  (empat  pu luh  
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sembi l an )  orang  dian ta ranya  ada lah  pengurus  DPP Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  yang  memi l i k i  Hak Suara .  - - - - - -

Dar i  ke  49  orang  pengurus  DPP te rsebu t ,  sebanyak  11  

(sebe las )  orang  dian ta ranya ,  te rmasuk  PENGGUGAT ada lah  

pihak  yang  mengambi l  in i s i a t i f  per temuan  d i  Kanto r  Blora  

pada tangga l  6 Agustus  2010,  yang  pada waktu  i t u  dihad i r i  

18  orang  pengurus  DPP Par ta i  yang  memi l i k i  Hak  Suara .  

Ar t i nya  ada  9  (sembi l an )  orang  yang  pernah  mengiku t i  

per temuan  6  Agustus  2010  yang  t i dak  bergabung  mengiku t i  

per temuan  di  Hote l  Sul tan  tangga l  4  November  2010.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pada  per temuan  te rsebu t ,  semua  peser ta  sepakat  bahwa 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  mengalami  kr i s i s  gawat  darura t  

yang  per lu  segera  d iambi l  t i ndakan  penye lamatan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka  sete lah  diadakan   inven ta r i s as i  ten tang  atu ran  AD 

dan  ART te rmasuk  UU No.  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k  yang  dapat  mendukung  t i ndakan  penye lamatan  

par ta i ,  ke  50  ( l ima  puluh)  orang  peser ta  per temuan  

sepakat  untuk  meningka tkan  per temuan  menjad i  Rapat  Pleno  

DPP  yang  berkua l i t a s  mengambi l  keputusan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Per temuan  di l an j u t kan  menjad i  Rapat  Pleno  DPP  untuk  

membahas  dan  menetapkan  langkah- langkah  konkr i t  
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penye lamatan  par ta i .   Salah  satu  but i r  keputusan  Rapat  

Pleno  ada lah  d isepaka t i  secara  ak lamas i  Sdr .  H.  Achmad 

Fauz ie  sebaga i  Pejaba t  Ketua  Umum  untuk  mengis i  

kekosongan  jaba tan  yang  d i t i n gga l kan  Sdr .  Vence  

Rumangkang  dan  memimpin  langkah  penye lamatan  par ta i .  

Rapat  menunjuk  Sdr .  H.  Achmad Fauz ie  sebaga i  Ketua  Tim 

Formatu r  untuk  membentuk  Kepengurusan  Lengkap  DPP Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Masa Bhakt i  2007- 2012.  Rapat  menyepakat i  

bahwa  has i l  ker j a  Tim  Formatur  akan  di te t apkan  dalam 

rapa t  ber i ku tnya  ya i t u  da lam  Rapat  Pleno  DPP Diper l uas ,  

yang  di j adwa lkan  pada  tangga l  10  November  2010.  

- - - - - - - - - - - - -

Rapat  Pleno  DPP Diper l uas  d i l aksanakan  pada  tangga l  10 

November  2010  dan  menyetu ju i  Laporan  Ketua  Tim  Formatu r  

ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Masa  Bhakt i  2007- 2012,  dan  member i  mandat  kepada  Ketua  

Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  te rp i l i h  untuk  menghadap  

nota r i s  dan  mengaktakan  keputusan  rapa t  te rsebu t ,  ser ta  

mendaf ta r kan  perubahan  Susunan  Kepengurusan  DPP  ke  

Kementer i an  Hukum dan  HAM.   Rapat  juga  mengamanatkan  

kepada  Pimpinan  Par ta i  hendaknya  segera  menyiapkan  Kanto r  

Tetap  Sekre ta r i a t  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  dan  

melakukan  konso l i das i  in t e rna l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Pada  tangga l  11  November  2010  sete lah  menghadap  Notar i s  

Zakar ias  Omawele ,  SH dan  mendapatkan  Akta  Notar i s  No.  
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05/2010  tangga l  11 November  2010,  maka PENGGUGAT langsung  

mengajukan  Permohonan  Pendaf ta ran  Perubahan  Susunan  

Kepengurusan  DPP ke  Menter i  Hukum dan  HAM mela lu i  Sura t  

Permohonan  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  No.  

1109/SK.E/P .BARNAS/XI /2010  te r t angga l  10  November  2010  

Tentang  Pendaf ta ran  Perobahan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT :

I . Pada  OBJEK GUGATAN bag ian  judu lnya :  “TENTANG PENGESAHAN 

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENYEMPURNAAN 

ORGANISASI  PARTAI  BARISAN NASIONAL PERIODE 2010  SAMPAI 

DENGAN KONGRES I ” .

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  be lum  pernah  mengadakan  Kongres  

se jak  par ta i  d id i r i k an  tangga l  1  Oktober  2007,  seh ingga  

t i dak  boleh  ada  perubahan  dalam  AD dan  ART Par ta i  dan  

memer lukan  pengesahan  Menter i  Hukum dan  HAM,  demik ian  

juga  berka i t an  dengan  Masa  Bakt i  kepengurusan  hanya  

dikena l  tahun  2007  -  2012.  Kongres  par ta i  ber l angsung  

set i ap  5 ( l ima )  tahun  untuk  merev is i  /  merobah  AD dan ART 

ser ta  memi l i h  Kepengurusan  Per iode  Baru .  Set iap  

pergan t i an  kepengurusan  da lam  satu  per iode ,  hanya lah  

pergan t i an  anta r  waktu  (PAW),  dan  t i dak  dapat  merobah  

per iode  kepengurusan .  - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  d ia tu r  da lam  Anggaran  Dasar  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  pada  Bab  X  Pasa l  21  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pada  ayat  1 yang  berbuny i :  “Kongres  ada lah  ins t i t u s i  

te r t i n gg i  organ isas i  yang  d ise lenggarakan  seka l i  da lam 5 

( l ima)  tahun” ,  dan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pada  ayat  4 huru f  (a )  yang  berbuny i :  “Kongres  mempunyai  

tugas  dan  wewenang:  Merubah  dan  menyempurnakan  AD/ART.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JADI  DALAM HAL INI ,  TERGUGAT KELIRU MENERAPKAN ATURAN-

ATURAN ANGGARAN DASAR PARTAI  BARISAN NASIONAL  KEDALAM 

OBJEK GUGATAN 

I I . Pada  OBJEK GUGATAN,  pada  bagian  Membaca  dan  Menimbang  

Sura t  Permohonan  dar i  Dewan Pimpinan  Pusat  PARTAI  BARISAN 

NASIONAL  Nomor  008/SK.E/P .BARNAS/X/2010 ,  tangga l  06  

Oktober  2010  per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  mana d inya takan  

bahwa:  “Sete lah  Membaca  Sura t  Permohonan  dar i  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l . . .…  dst  nya” ,  pada  

bag ian  Menimbang,  TEGUGAT menje laskan  bahwa:  “Sete lah  

di l akukan  pemer iksaan  ser ta  pene l i t i a n  te rhadap  sura t  

permohonan  te rsebu t ,  menyimpulkan  bahwa permohonan  te lah  

memenuhi  keten tuan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  2,  

Pasal  3,  Pasal  5,  dan  Pasal  51 Undang- Undang No.  2 Tahun  

2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  ten tang  pasa l - pasa l  da lam UU No.  2 Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  di ru j uk  oleh  TERGUGAT dalam 

OBJEK GUGATAN :  - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pasal  2 berka i t an  ten tang  Pembentukan  Par ta i  Pol i t i k  (Bab  

I I )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalau lah  TERGUGAT ing in  menerapkan  pasa l  2 te rsebu t  da lam 

ka i t an  Sura t  Permohonan  te rsebu t ,  maka  barangka l i  

kete rka i t a nnya  pada  Ayat  (4 )  ten tang  keten tuan  bahwa 

suatu  Anggaran  Dasar  Par ta i  Pol t i k  harus  ber i s i k an  :  

- - - - - - - - -

- Organ isas i ,  Tempat  Kedudukan  dan  Pengambi lan  Keputusan  

(pada            Huru f  e)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  (pada  Huru f  f )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  3 berka i t an  ten tang  Pembentukan  Par ta i  Pol i t i k  (Bab  

I I )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  bahwa  suatu  Badan  Hukum Par ta i  Pol i t i k  harus  

mempunyai  KANTOR  TETAP  (pada  Huru f  c) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Pasal  5 berka i t an  ten tang  Perubahan  AD dan  ART Par ta i  

Pol i t i k  (Bab  I I I )  ;  - - - -

Pada Ayat  (1 ) ,  keten tuan  bahwa Perubahan  AD dan ART harus  

dida f t a r kan  ke  Depar temen  (Kemenkumham)  pal i ng  lambat  14  

(empat  be las )  har i  te rh i t ung  se jak  te r j ad i n ya  perubahan  

te rsebu t .  Sedangkan  pada  Ayat  (2 )  menje laskan  ten tang  

per l u  membuat  akte  nota r i s  untuk  suatu  perubahan  AD/ART 

Par ta i  Pol i t i k .  

Halaman 23 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  51 berka i t an  ten tang   Keten tuan  Pera l i han  (Bab  

XX)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  pada  pasa l  in i  sama  seka l i  t i dak  ada  

kete rka i t a nnya  dengan  maksud  sura t  permohonan  te rsebu t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cukup  je l as  pernya taan  TERGUGAT dalam  ka l ima tnya  yang  

te r t e r a  da lam  OBJEK GUGATAN bahwa untuk  te rb i t n ya  OBJEK 

GUGATAN te lah  didahu lu i  dengan  langkah  pemer iksaan  ser ta  

pene l i t i a n  oleh  TERGUGAT te rhadap  Sura t  Permohonan  DPP 

te rsebu t .  Namun d isayangkan  pernya taan  i t u  t i dak  benar  

j i ka  mel iha t  pada  beberapa  kecerobohan  /  ket i dak te l i t i a n  

TERGUGAT  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pada  tangga l  penga juan  Sura t  Permohonan  ya i t u  tangga l  

6 Oktober  2010.  

Seharusnya  permohonan  te rsebu t  d i to l a k ,  karena  Sura t  

Permohonan  yang  dia j ukan  pemohon  se la i n  ber i s i  a lasan  

yang  dihas i l k an  dar i  perbuatan  yang  melawan  hukum 

(Pemohon  Tidak  Berkua l i t a s ) ,  masa  penga juannya  sudah  

kada luwarsa .  Perobahan  berdasarkan  yang  disebu t  Rapat  

Pleno  6  Agustus  2010  tap i  baru  dida f t a r kan  61  (enam 

puluh  satu )  har i  kemudian .  –

Mar i  k i t a  mel iha t  se jenak  UU No.  2 Tahun  2008  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k  :  - - - -
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- Pada  Pasal  5 yang  te rdapa t  da lam  Bab  I I I  ten tang  

Perubahan  AD  dan  ART  Par ta i  Pol i t i k ,  menyatakan  

Pendaf ta ran  atas  suatu  perubahan  t i dak  boleh  

melampaui  batas  14  (empat  be las )  har i  se jak  te r j ad i  

perubahan.  - -

- Pada  Pasa l  23 Ayat  (1 )  dan  Ayat  (2 )  yang  te rdapa t  

da lam  Bab  IX  ten tang  Kepengurusan ,  menyatakan  

Pendaf ta ran  Susunan  Kepengurusan  has i l  penggant i an  

kepengurusan  par ta i  po l i t i k  t i ngka t  pusat  harus  

dida f t a r kan  ke  Depar temen  (Kemenkumham)  t i dak  boleh  

melampaui  batas  30 ( t i ga  pu luh )  har i  se jak  te r j ad i n ya  

penggant i an  kepengurusan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalaupun  acuan  tangga l  perubahan  yang  dipe rh i t ungkan  

oleh  TERGUGAT  adalah  tangga l  pembuatan  Akta  Notar i s  5 

Oktober  2010,  te tap  dalam  ha l  i s i n ya  Sura t  Pemohonan 

te rsebu t  ada lah  Tidak  Berkua l i t a s ,  karena  mengandung  

hal - ha l  pe langgaran  hukum seper t i  :  - - - - -

- Sdr .  H.  Muhammad Ar fan  dan  Steven  Rumangkang  yang  

menghadi r i  per temuan  tangga l  6 Agustus  2010  di  Kanto r  

Blora  dan  menyatakan  di r i ,  mengkla im  sebaga i  Pl t .  

Ketua  Umum dan Pl t .  Sekre ta r i s  Jendera l ,  adalah  t i dak  

sah  karena  hanya  berdasarkan  atas  tun juk  dar i  satu  

orang  (Vence  Rumangkang) ,  tanpa  didasar i  Sura t  

Keputusan  has i l  Rapat  Pleno  DPP.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Rapat  Pleno  DPP  yang  dika takan  te l ah  

menghas i l kan  Notu len  Rapat  Pleno  dan  Keputusan  

tangga l  6 Agustus  2010,  sesungguhnya  ada lah  per temuan  

yang  hanya  dihad i r i  o leh  18  (de lapan  be las )  orang  

pengurus  DPP yang  memi l i k i  Hak Suara .  PENGGUGAT iku t  

had i r  da lam  per temuan  te rsebu t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Padaha l  se lu ruh  anggota  DPP ber jumlah  82  (de lapan  

puluh  dua)  orang .  Maka  dalam  hal  persyara tan  Quorum 

Rapat  Pleno ,  t i dak  te rpenuh i .  Anggaran  Dasar  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Bab XI I  ten tang  QUORUM, pada  Pasa l  1 

dan  Pasa l  3.  Rapat  Pleno  DPP untuk  Membuat  Keputusan  

DPP harus  dihad i r i  min imal  50% plus  1  dar i  to ta l  

anggota  DPP  yang  ber jumlah  82  orang .  Sehingga  

je l as l ah  bahwa  per temuan  te rsebu t  ada lah  Tidak  

Berkua l i t a s  Rapat  Pleno  DPP.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pada  Tempat  Kedudukan  Kanto r  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l .

Dinya takan  da lam  OBJEK GUGATAN bahwa  alamat  Kanto r  

Tetap  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ada lah  di  Ja lan  

Gunawarman  No.  32,  Kebayoran  Baru ,  Jakar ta  Sela tan ,  

padaha l  i t u  t i dak  benar ,  karena  gedung  bekas  kanto r  

DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  a lamat  te rsebu t ,  sudah  

dikembal i kan  kepada  Pemi l i k nya  se jak  bulan  Mei  2010,  
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dan  menjad i kan  sebaga i  tempat  usaha  SALON dan  BUTIK  

seh ingga  hal  in i  melanggar  Pasa l  3 -  Huru f  c  -  UU No.  

2  Tahun  2008.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Pada  bag ian  lampi ran  yang  merupakan  satu  kesatuan  

dengan  OBJEK GUGATAN ten tang  SUSUNAN PENGURUS DPP yang  

disahkan ,  te rdapa t  organ  Dewan  Penasehat  dan  Pakar .  

Padaha l  se la i n  Dewan Pembina,  organ  te rsebu t  t i dak  ada  

dalam  AD dan  ART Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  seh ingga  

je l as  te r j ad i  pe langgaran  AD/ART Par ta i  karena  sudah  

merobah  organ  Dewan  Pembina  menjad i  Dewan  Penasehat  

dan  Pakar .  Perubahan  te rsebu t  hanya  dipe rbo lehkan  

mela lu i  suatu  Keputusan  Kongres ,  seh ingga  dalam  hal  

in i  je l as  TERGUGAT t i dak  menel i t i  keten tuan  AD/ART 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  dan  TERGUGAT  sudah  

mengesahkan  Susunan  Pengurus  DPP yang  melanggar  AD/ART 

Par ta i .  Dan juga  ber ten tangan  dengan  maksud  Pasa l  2  -  

Ayat  (4 )  -  Huru f  e dan  Huru f  f  -  UU No.  2 Tahun  2008.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Juga  SUSUNAN PENGURUS DPP te rsebu t  be lum  pernah / t i d ak  

pernah  d isahkan  mela lu i  suatu  Keputusan  Rapat  Pleno  

DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  berkua l i t a s  sesua i  

keten tuan  AD/ART  Par ta i .  Sehingga  OBJEK  GUGATAN 

memi l i k i  caca t  hukum.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Pada  bag ian  lampi ran  OBJEK GUGATAN ten tang  SUSUNAN 
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PENGURUS DPP  te rdapa t  bahwa  TERGUGAT  mengesahkan  

Susunan  Pengurus  lengkap  DPP yang  te rdapa t  nama Sdr .  

K.H.  Rusmana Kelana  sebaga i  Sekre ta r i s  Dewan Penasehat  

dan  Pakar ,  padaha l  yang  bersangku tan  t i dak  pernah  

dihubung i  untuk  jaba tan  te rsebu t  dan  jus t r u  Sdr .  K.H.  

Rusmana  Kelana  oleh  PENGGUGAT  menjaba t  sebaga i  

Sekre ta r i s  Dewan Pembina  dan  merangkap  sebaga i  Ketua  

Mahkamah Par ta i  yang  diben tuk  sesua i  amanat  UU No.  2  

Tahun  2011  Tentang  Amandemen  UU No.  2  Tahun  2008  

Tentang  Par ta i  Pol i t i k .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JADI  DALAM HAL INI  OBJEK GUGATAN JELAS DIBUAT OLEH TERGUGAT 

TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN,  DAN TERDAPAT 

PELANGGARAN UU NO. 2 TAHUN 2008  TENTANG PARTAI  POLITIK  SERTA 

TERGUGAT SUDAH KELIRU  MENERAPKAN ATURAN-ATURAN AD DAN ART 

PARTAI  BARISAN NASIONAL KEDALAM OBJEK GUGATAN. 

I I I . Bahwa dengan  te rb i t n ya  OBJEK GUGATAN te rsebu t  secara  

nyata - nyata  PENGGUGAT sangat  d i rug i kan  karena  PENGGUGAT 

ada lah  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  yang  sah  te rp i l i h  mela lu i  proses  dan  mekanisme  

par ta i  yang  benar  sesua i  AD  dan  ART  ser ta  te l ah  

mengajukan  Permohonan  Pendaf ta ran  Perubahan  Susunan  

Pengurus  ke  Menter i  Hukum  dan  HAM se jak  tangga l  11  

November  2010.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV . Bahwa  ak iba t  d i l aksanakan  OBJEK GUGATAN,  mengak iba t kan  

kekuat i r an  yang  merug ikan  kepent i ngan  PENGGUGAT 

sehubungan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber lan ju t nya  Keputusan- Keputusan  DPP  Par ta i  tanpa  
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mela lu i  Rapat  Pleno  DPP seper t i :  pecat  memecat  anggota  

pengurus  par ta i  ba ik  di  t i ngka t  pusat  dan  daerah ,  

ancaman Pergant i an  Antar  Waktu  (PAW)  te rhadap  anggota -

anggota  DPRD Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  penerb i t an  sura t -

sura t  dukungan  Calon  Peser ta  Pemi lukada  yang  hanya  

bero r i en t as i  uang,  manipu las i  pener imaan  dana- dana  

daerah  dan sumbangan ke  par ta i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Semakin  mendesaknya  waktu  untuk  keper l uan  konso l i das i  

in te rna l  par ta i  dan  eks tens i f i k a s i   kepengurusan  daerah  

untuk  memenuhi  syara t  ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k  tahun  

2011  yang  dise lenggarakan  oleh  Kementer i an  Hukum dan  

HAM. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. Bahwa  PENGGUGAT sebaga i  warganegara  yang  notabene  hak-

haknya  per lu  di l i n dung i  dan  sedera ja t  d idepan  hukum 

menuru t  Konst i t u s i  UUD  1945,  sepatu tnya  TERGUGAT 

menanggap i  Sura t  Permohonan  PENGGUGAT te r t angga l  10 

November  2010,  dan  sura t - sura t  la i n  sebaga i  t i ndak l an j u t  

permohonan  te rsebu t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

VI . Bahwa  OBJEK  GUGATAN  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  azas- azas  umum Pemer in tahan  yang  

baik  (Pr i nc i p l e  of  Good  Admin is t r a t i o n )  sebaga imana  

dia tu r  dalam  Pasa l  53  ayat  (2 )  Huru f  a  dan  b   Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang-
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Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  junc to  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

VI I . Sedemik ian  menjad i  te rang ,  je l as  dan nyata  bahwa Sura t  

Keputusan  TERGUGAT ya i t u  yang  menjad i  OBJEK  GUGATAN 

ada lah  t i dak  sah  karena  muatannya  ber i s i k an  kecerobohan  

dan  ket i dakce rmatan  TERGUGAT dalam  menerapkan  berbaga i  

keten tuan  sebaga imana  dia tu r  da lam  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  dan  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  

seh ingga  OBJEK GUGATAN te rsebu t  je l as  te l ah  mencedera i  

kewenangan  yang  d ibe r i kan  Negara /  Konst i t u s i  kepada  

TERGUGAT,  o leh  karenanya  tak  dapat  la i n  dan  memenuhi  

kead i l an  apab i l a  Sura t  Keputusan  TERGUGAT dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  dan  hal - ha l  yang  dikemukakan  

dida lam  Posi t a  Gugatan  in i ,  PENGGUGAT bermohon  kepada  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  untuk  berkenan  hendaknya  

mener ima,  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo  dengan  amar  

Putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN (SCHOORSING)

Mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT agar  menangguhkan  /  menunda  

pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  HAM Republ i k  
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Indones ia  Nomor  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  

Januar i   2011,  Tentang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  

Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010 sampai  Kongres  I ,  yang  dike lua rkan  oleh  

TERGUGAT sampai  dengan  adanya  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  PENGGUGAT  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  Sura t  Keputusan  Menter i  

Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011,  te r t angga l  31  Januar i  2011,  

Tentang  Pengesahan  Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah Tangga  

dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Per iode  2010  sampai  Kongres  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011,  te r t angga l  31 

Januar i  2011,  Tentang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  

Rumah Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  sampai  Kongres  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  TERGUGAT untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  
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ak iba t  adanya  perkara  in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan ,  

untuk  Penggugat  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya  bernama 

LODIUS  TOMASOA,  S.H.  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  25  Pebruar i  2011,  untuk  Tergugat  datang  menghadap  

Kuasa  Hukumnya  bernama  LANANG DWI  KURNIAWAN,  S.H. ,  M.H.  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Subst i t u s i  te r t angga l  5 Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  Pihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawabannya  pada pers i dangan  tangga l  

11  Apr i l  2011,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DALAM EKSEPSI

1. Ekseps i  Penggugat  Tidak  Mempunya i  Kedudukan  Hukum 

(Lega l  Stand ing )

1.1 . Bahwa da lam  gugatannya ,  Penggugat  ber t i ndak  

sebaga i  Ketua  umum DPP Barnas  (Bar i san  Nasiona l ) .  

Padaha l  DPP Par ta i  Pemuda Indones ia  yang  te rca ta t  

d i  Kementer i an  Hukum  dan  Hak  Asas i  Manusia  

berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  2011  

ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 
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Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  sampai  Kongres  I ,  

ada lah  H.  Muhammad Ar fan  sebaga i  Ketua  Umum dan  

Steven  Rumangkang  sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 . Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  t i dak  mempunyai  kedudukan  hukum  ( l ega l  

stand ing )  da lam perkara  in i .  –

2. Ekseps i  Kompetens i  Mut lak  (Abso lu te  Competen t i e )

2.1 . Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te rsebu t  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 . Bahwa perkara  in i  se ja t i n ya  ada lah  persoa lan  

in te rna l  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  karena  

Penggugat  te l ah  berse l i s i h  dengan  pengurus  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l ,  seh ingga  seharusnya  Penggugat  

menggugat  pengurus  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  

dike tua i  o leh  H.  Muhammad  Ar fan  sebaga i  Ketua  

Umum dan  Steven  Rumangkang  sebaga i  Sekre ta r i s  

Jendera l ,  bukan  menggugat  Tergugat  mengenai  

Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manus ia  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun 

2011  te r t angga l  31  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  

dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010 sampai  Kongres  I

2.3 . Hal  te rsebu t  berkenaan  dengan  Pasa l  32  dan  
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Pasal  33 Undang- Undang Nomor  2 Tahun  2008  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(1 ) Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  

dengan  cara  musyawarah  mufakat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

(2 ) Dalam  hal  musyawarah  mufakat  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  te rcapa i ,  

penye lesa i an  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  

d i tempuh  mela lu i  pengad i l an  atau  di  lua r  

pengad i l an .  - - - - - - - - - - - -

(3 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  d i  lua r  pengad i l an  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  dapat  

d i l akukan  mela lu i  rekons i l i a s i ,  medias i ,  atau  

arb i t r a se  Par ta i  Pol i t i k  yang  melan ismenya  

dia tu r  da lam  AD  dan  ART.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2.4 . Bahwa Pasa l  33  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

(1 ) Perkara  Par ta i  Pol i t i k  berkenaan  dengan  

keten tuan  Undang- Undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  

Pengad i l an  Neger i .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(2 ) Putusan  Pengadi l an  Neger i  adalah  putusan  

t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r ,  dan  hanya  dapat  

d ia jukan  kasas i  kepada  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(3 ) Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

d ise lesa i kan  oleh  Pengadi l an  Neger i  pa l i ng  

lama  60  (enam  pu luh )  har i  se jak  gugatan  

perkara  te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  Pengad i l an  

Neger i  o leh  Mahkamah  Agung  pal i ng  lama  30 

( t i ga  pu luh)  har i  se jak  memor i  kasas i  

te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5 . Bahwa Pasa l  32  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2011  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  oleh  

in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  sebag imana  dia tu r  d i  

da lam AD/ART.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in t e r na l  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  pada  ayat  (1 )  d i l akukan  

oleh  suatu  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  

sebutan  la i n  yang  diben tuk  oleh  Par ta i  

Pol i t i k .  - - - - - - - - - - - - - - -
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(3 ) Susunan  Mahkamah Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  

la i n  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (2 )  

d isampaikan  oleh  Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  

kepada  Kementer i an .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in t e r na l  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

harus  d ise lesa i kan  pal i ng  lambat  60  (enam 

puluh)  har i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(5 ) Putusan  Mahkamah Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  

la i n  bers i f a t  f i na l  dan  mengika t  secara  

in te rna l  da lam hal  perse l i s i h an  yang  berkenaan  

dengan  kepengurusan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6 .  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  Keten tuan  Pasa l  33  ayat  

(1 )  d iubah ,  seh ingga  Pasal  33  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Dalam  hal  penye lesa ian  perse l i s i h an  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  32  t i dak  

te rcapa i ,  penye lesa ian  perse l i s i h an  di l akukan  

mela lu i  Pengad i l an  Neger i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(2 ) Putusan  Pengadi l an  Neger i  adalah  adalah  

putusan  t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r ,  dan  

hanya  dapat  d ia j ukan  kasas i  kepada  Mahkamah 

Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(3 )   Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

d ise lesa i kan  oleh  Pengadi l an  Neger i  pa l i ng  

lama  60  (enam  pu luh )  har i  se jak  gugatan  

perkara  te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  Pengad i l an  

Neger i  dan  oleh  Mahkamah Agung pa l i ng  lama  30  

( t i ga  pu luh)  har i  se jak  memor i  kasas i  

te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.7 . Pembentukan  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  hanya  

dapat  d ia jukan  oleh  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  yang  kepengurusannya  d iaku i  o leh  

Kementer i an  Hukum  dan  HAM  RI .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.8 . Bahwa  berdasarkan  undang- undang  te rsebu t ,  

kami  berpendapat  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  t i dak  mempunyai  kompetens i  untuk  

mengadi l i  perka ra  par ta i  pol i t i k  in i ,  karena  

sesua i  dengan  undang- undang  te rsebu t ,  yang  

dibe r i k an  kompetens i  abso lu t  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  perkara  par ta i  po l i t i k  

ada lah  Pengadi l an  Neger i .  

Halaman 37 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Ekseps i  Opbscuur  Libe l  :  Gugatan  Tidak  Je las /Kabur

3.1 . Bahwa Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

untuk  memasukkan  Terguga t  ke  dalam  perkara  in i ,  

karena  se ja t i n ya  perkara  in i  ada lah  perse l i s i h an  

in t e rna l  d i  da lam Par ta i  Barnas .  - - - - -

3.2 . Bahwa  da l i l - da l i l  Penggugat  sangat  t i dak  

je l as  (obscuur  l i be l s ) ,  karena  anta ra  pos i t a  dan 

pet i t um  t i dak  mempunyai  kesesua ian  dan  sebag ian  

besar  ber i s i  persoa lan  yang  mel iba t kan  anta ra  

Penggugat  dengan  pengurus  Par ta i  Barnas ,  bukan  

dengan  Menter i  Hukuk  dan  Hak  Asas i  Manus ia .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4. Ekseps i  Erro r  in  Persona  :  Gugatan  Salah  Pihak .

4.1 . Bahwa Penggugat  da lam gugatannya  sa lah  pihak  

karena  ha l  in i  merupakan  masalah  In te rna l  Par ta i  

BARNAS  dan  Kementer i an  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Masnus ia  be lum  pernah  mendapat  pember i t ahuan  

ten tang  masalah  in t e rna l  yang  dise lesa i kan  

mela lu i  Pengad i l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4.2 . Bahwa Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

untuk  menggugat  Tergugat  da lam  perkara  in i  kami  

berpendapat  bahwa  se ja t i n ya  perkara  in i  ada lah  

perse l i s i h an  in t e rna l  d i  da lam Par ta i  BARNAS yang  
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mekanisme  penye lesa iannya  dia tu r  da lam  Pasa l  32  

dan  Pasa l  33  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

yang  te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2011  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga imana  te lah  diku t i p  di  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  memohon kepada  

Maje l i s  Hakim yang  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  memutus  perkara  

in i  untuk  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  jawaban  gugatan  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

in i  ;  - - - - - - - - - - - -

Namun demik ian ,  apab i l a  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  perkara  

in i  berpendapat  la i n ,  dengan  in i  Tergugat  mengajukan  jawaban  

gugatan  dalam pokok  perkara  atas  gugatan  Penggugat  d i  bawah  

in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA

2.1 . Dalam hal  in i  kami  berpendapat  bahwa  kami  t i dak  

pernah  ke l i r u  da lam  menerapkan   atu ran   da lam 
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mengeluarkan   Keputusan   Menter i   Hukum

dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  sampai  Kongres  I  karena  te lah  

sesua i  dengan  atu ran  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2.2 . Objek  Gugatan  d i t e rb i t k an  karena  pada  waktu  i t u  

t i dak  te rdapa t  sengketa  di  tubuh  DPP BARNAS karena  

t i dak  ada  gugatan  dar i  p ihak  manapun  da lam  proses  

penerb i t annya .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Terguga t  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  untuk  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bahwa mengeluarkan  Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  sampai  Kongres  I  ada lah  sah  dan  
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sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Tergugat  t i dak  melakukan  perbua tan  melawan  

hukum;  dan;  

4. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara  in i  ;  - - - - -  

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Terguga t  te rsebu t ,  Pihak  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  pada pers i dangan  tangga l  18  

Apr i l  2011,  dan atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  Tegugat  

te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  tangga l  2 Mei  2011,  

se lengkapnya  Repl i k  dan  Dupl i k  te rsebu t  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  t i dak  

te rp i sahkan  da lam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada pers idangan  tangga l  18 Apr i l  2011,  

Maje l i s      Hakim  mener ima  Permohonan  In te r vens i  atas  nama 

DEWAN PIMPINAN PUSAT                     (DPP)   PARTAI  

BARISAN NASIONAL,  yang  diwak i l i  o leh  I r .  H.  MUHAMMAD ARFAN 

dan  STEVEN RUMANGKANG se laku  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

berdasarkan  Akta  Nomor  01  tangga l  5  Oktober  2010  d ibua t  

d ihadapan  DEBRA T.  C.  SCHRAM, S.H.    Notar i s  d i  Tangerang ,  

mela lu i  Kuasa  Hukumnya  bernama MATIUS DJAPA NDODA,  S.H.  dan  

DAPPA DEDI,  S.H.  berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  te r t angga l  11  

Apr i l  2011,  dan  te l ah  dida f t a r kan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  tangga l  15  Apr i l  2011,  d ibawah  Regis te r  
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Perkara  Nomor  :  34/G/2011 /PTUN.JKT/ INTV. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  te lah  mengambi l  s ikap  

te rhadap  Permohonan In te r vens i  te rsebu t  pada tangga l  25 Apr i l  

2011,  yang  pada  pokoknya  mener ima  Permohonan  In te r vens i  dar i  

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)   PARTAI  BARISAN NASIONAL,  yang  

diwak i l i  o leh   I r .  H.  MUHAMMAD ARFAN dan  STEVEN RUMANGKANG 

untuk  iku t  masuk  sebaga i  p ihak  dalam  perkara  Nomor  :  

34/G/2011 /PTUN- JKT.  dan  didudukkan  sebaga i  Pihak  Tergugat  I I  

In te r vens i .  - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Pihak  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan  Jawabannya  pada  

pers i dangan  tangga l  9  Mei  2011,  te lah  mengemukakan  ha l - ha l  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BAHWA TERGUGAT I I  INTERVENSI  DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH 

DALIL  YANG DIAJUKAN PENGGUGAT,  KECUALI  TERHADAP HAL- HAL YANG 

DIAKUI  DENGAN  TEGAS.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

I . DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN ABSOLUT  PTUN  JAKARTA

Bahwa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  untuk  mengadi l i  perkara  in i ,  berhubung  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dengan  ke luarnya  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  

Nomor  2  Tahun  2011  tangga l  5  Januar i  2011  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  Lembaran  Negara  Republ i k  

Indones ia  Tahun  2011  Nomor  3  ;  Tambahan  Lembaran  

Negara  Republ i k  Indones ia  Nomor  5189) ,  maka  untuk  

penye lesa i an  perkara  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  

ber l aku  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2011 ,  sebaga imana  

di rumuskan  dalam  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  51  Ayat  (4 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penye lesa ian  perkara  Par ta i  Pol i t i k  yang  sedang  

dalam  proses  pemer iksaan  di  pengad i l an  dan  belum 

dipu tus  sebe lum  Undang- Undang  in i  d iundangkan,  

penye lesa i annya  dipu tus  berdasarkan  Undang- undang  

Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  ;  

- - - - - - - - - -

Pasal  51  Ayat  (5 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perkara  Par ta i  Pol i t i k  yang  te l ah  dida f t a r kan  ke  

pengad i l an  sebe lum  Undang- Undang  in i  d iundangkan  

dan  belum dip roses ,  perkara  dimaksud  dipe r i k sa  dan  

dipu tus  berdasarkan  undang- undang in i .  - - - - -
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Bahwa  Gugatan  Penggugat  dia jukan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  tangga l  28  Februar i  2011,  

te rda f t a r  dikepan i t e r aan  PTUN Jakar t a  t angga l  01  

Maret  2011  dan  d ipe rba i k i  tangga l  28  Maret  2011  

dengan  Nomor  34/G/2011 /PTUN- JKT.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  te lah  te rnya ta  gugatan  

Penggugat  d ia j ukan  sete lah  ke lua rnya  Undang- Undang  

Nomor  2 Tahun 2011 tangga l  5 Januar i  2011;  maka untuk  

penye lesa i an   perse l i s i h an  perkara   Par ta i  Pol i t i k  

ber l aku  Pasa l  51  ayat  (5 )  Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k ,  (Lembaran  Negara  Republ i k  Indones ia ,  Tahun  

2011  Nomor  3  ;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republ i k  

Indones ia  Nomor  5189) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. PENYELESAIAN  PERSELISIHAN  PARTAI  POLITIK  MELALUI  

MAHKAMAH PARTAI  POLITIK  DAN PENGADILAN NEGERI.

Bahwa  penye lesa ian  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  

berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011,  

sebaga imana  yang  di rumuskan  da lam  Pasal  32  dan  pasa l  

33,  d ise lesa i kan  o leh  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  

sebutan  la i n  yang  d iben tuk  oleh  Par ta i  Pol i t i k .  Dalam 

hal  penye lesa ian  perse l i s i h an  mela lu i  Mahkamah Par ta i  

Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  t i dak  te rcapa i ,  

penye lesa i an  perse l i s i h an  d i l akukan  mela lu i  
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Pengad i l an  Neger i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  32  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perse l i s i h an  par ta i  pol i t i k  d ise lesa i kan  oleh  

in te rna l  par ta i  pol i t i k  sebaga imana  dia tu r  d i  

da lam  AD  dan  ART.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in te rna l  par ta i  pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  d i l akukan  

suatu  mahkamah  par ta i  pol i t i k  atau  sebutan  la i n  

yang  diben tuk  o leh  par ta i  pol i t i k .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Susunan  mahkamah par ta i  pol i t i k  atau  sebutan  la i n  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  d isampaikan  

oleh  pimpinan  par ta i  pol i t i k  kepada  kement er i an .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(4 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in t e r na l  par ta i  pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  harus  

dise lesa i kan  pal i ng  lambat  60  (enam puluh)  har i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Putusan  mahkamah par ta i  pol i t i k  atau  sebutan  la i n  

bers i f a t  f i na l  dan  mengika t  secara  in t e rna l  da lam 
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hal  perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  

kepengurusan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  32  ayat  (1 )  yang  d imaksud  dengan  

“perse l i s i h an  par ta i  pol i t i k ” ,  mel ipu t i  anta ra  la i n :  

(1 )  perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan ;  

(2 )  pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  par ta i  pol i t i k ;  

(3 )  pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as ;  (4 )  penya lah  

gunaan  kewenangan;  (5 )  per tanggung jawaban  keuangan;  

dan/a tau  (6 )  kebera tan  te rhadap  keputusan  par ta i  

po l i t i k .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pasal  33  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1 ) Dalam  hal  penye lesa ian  perse l i s i h an  sebaga imana  

dimaksu id  da lam  Pasa l  32  t i dak  te rcapa i ,  

penye lesa i an  perse l i s i h an  d i l akukan  mela lu i  

pengad i l an  neger i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(2 ) Putusan  pengad i l an  neger i  ada lah  putusan  t i ngka t  

per tama  dan  te rakh i r ;  dan  hanya  dapat  d ia j ukan  

kasas i  kepada  Mahkamah  Agung.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(3 ) Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

d ise lesa i kan  oleh  pengad i l an  neger i  pa l i ng  lama  

60  (enampuluh)  har i  se jak  gugatan  perkara  

te rda f t a r  d i  Kepani t eraan  Pengad i l an  Neger i  dan 

oleh  Mahkamah  Agung  pal i ng  lama  30  ( t i gapu luh )  

har i  se jak  memor i  kasas i  te rda f t a r  d ikepan i t e r aan  

Mahkamah Agung.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  di  atas ,  maka  perkara  a 

quo  harus lah  di ber l aku kan  tunduk  kepada  Undang- Undang 

Nomor  2  Tahun  2011,  karena  penye lesa ian  perse l i s i h an  

in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  harus  dise lesa i kan  mela lu i  

Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  yang  

diben tuk  oleh  Par ta i  Pol i t i k .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa lag ipu l a  hingga  saat  in i  Penggugat  t i dak  

pernah  melakukan /menempuh   penye lesa ian  perse l i s i h an  

in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  ba ik  mela lu i  Mahkamah Par ta i  

Pol i t i k  maupun  mela lu i  Pengad i l an  Neger i  sebaga imana  

dia tu r  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011.  

- - - - - - -

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI  LEGAL STANDING

1. Bahwa  Penggugat  yang  mengaku  di r i n ya  sebaga i  

Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  bukan lah  Ketua  Umum  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

yang  sah  menuru t  hukum,  karena  t i dak  pernah  
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te rda f t a r  d i  Kementer i an  Hukum dan  HAM RI  sesua i  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa seka l i pun  Penggugat  te lah  mengaku sebaga i  

Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  

Bar i san  Nasiona l ,  namun  kua l i t a s  mana  ada lah  

t i dak  sah  menuru t  hukum  berhubung  didasarkan  

pada  mandat  sesua i  Sura t  Keputusan  DPP  Nomor  

03/2011  tangga l  24  Februar i  2011  yang  dibua t  dan 

di te rb i t k an  send i r i  o leh  Penggugat  secara  melawan  

hukum  dan  t i dak  sah  menuru t  hukum,   karena  

ber ten tangan  dengan  AD/ART  dan  Undang- Undang  

Par ta i  Pol i t i k ,  sehingga  dengan  demik ian  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  25  Pebruar i  2011  dar i  

Penggugat  kepada  kuasa  hukum  Penggugat  secara  

otomat i s  juga  t i dak  memi l i k i  kekua tan  hukum 

seh ingga  berak iba t  konsekwens i  log i s  gugatan  

Penggugat  yang  disusun  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat  

ada lah  cacat  hukum.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian  sudah  nyata  dan  je l as  seka l i  

bahwa  Penggugat  yang  mengaku  sebaga i  Ketua  Umum 

DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  t i dak  memi l i k i  lega l  stand ing /dasa r  
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hukum  dan  sama  seka l i  t i dak  mempunyai  

stand ing / kua l i t a s  sebaga i  Ketua  Umum  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

untuk  menggugat  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  maka  sudah  

cukup  alasan  hukum bag i  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  da lam  Ekseps i  untuk  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Gugatan  Penggugat  d i t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

- Atau  set i dak - t i daknya  gugatan  Penggugat   t idak  dapat  

di t e r ima  ( nie t  ontvanke l i j k e  verk l aa rd ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I I . TENTANG PENUNDAAN/SCHOORSING.

Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  sangat  ber kebera tan  dan 

menolak  secara  tegas  dan mohon maje l i s  Hakim PTUN Jakar ta  

untuk  menolak  dan  mengesampingkan  dal i l - dal i l  Penggugat  

yang  meminta  penangguhan/  penundaan pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  Manus ia  R. I .  

Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  tangga l  31  Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  sampai  dengan  Konggres  I ,  yang  
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dike lua rkan  oleh  Tergugat ,  karena  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  

R. I .  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  tangga l  31 

Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  

sampai  dengan  Konggres  I ,  te lah  di t i n dak  lan ju t i  

dengan  baik  oleh  pengurus  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

yang  sah  ya i t u  dengan  suksesnya  penye lenggaraan  

KONGRES I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  di l aksanakan  

pada tangga l  25  s/d  27  Apr i l  2011  ber tempat  di  

Novote l  Hote l  -  Grand  Kawanua Manado,  Sulawes i  Utara ,  

dan  pembukaannya  d i l akukan  oleh  Ketua  DPR-RI  Bapak  

DR.  Marzuk i  Al i e ,  ser ta  dihad i r i  o leh  Menko  Kesra  

Bapak  DR.  Agung  Laksono  dan  Gubernur  Maluku  Utara  

Bapak  DR.  Sinyo  Harry  Sarunda j ang;  (V ide  Bukt i  TI I - 4)  

;  - - - - - - - - - - - - -

2. Perkara  gugatan  Penggugat  ada lah  mengenai  

perse l i s i h an  par ta i  po l i t i k  yang  harus  dise lesa i kan  

mela lu i  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  Pengad i l an  

Neger i ,  dan   bukan  wewenang/kompetens i  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Penggugat  yang  dalam  kewenangannya  mengaku  

sebaga i  Ketua  Umum dan Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  bukan lah  Pengurus  DPP Par ta i  Bar i san  
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Nasiona l ,  karena  t i dak  te rda f t a r  dan  t i dak  pernah  

disahkan  oleh  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  

sesua i  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  dengan  ke lua rnya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2011  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  yang  kemudian  

te l ah  di t i n dak  lan ju t i  dengan  Pera tu ran  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manusia  RI  Nomor  :  M.HH-04.AH.11 .01  

TAHUN 2011  tangga l  4  Februar i  2011  ten tang  Petun juk  

Pelaksanaan  Pendaf ta ran  Penyesua ian  Par ta i  Pol i t i k  

berbadan  hukum dan  Par ta i  Pol i t i k  Baru  menjad i  Badan 

Hukum berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  Tergugat  I I  In te r vens i  

sangat  berkepen t i ngan  da lam  penye lesa ian  proses  

Pendaf ta ran ,  Penel i t i a n  dan/a tau  ver i f i k a s i ,  dan  

pengesahan  Par ta i  Pol i t i k  yang  sangat  mendesak  untuk  

dise lesa i kan  agar  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  dapat  lo l os  

da lam  Pemi l i han  Umum  Tahun  2014.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  

d i  atas ,  secara  mutat i s  mutand is  dianggap  sebaga i  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  jawaban  dar i  pokok  

perkara  in i .  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  tegas  menolak  

se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat ,   kecua l i  ha l - ha l  yang  

diaku i   kebenarannya  secara  tegas .  - - - -

3. Dal i l  Penggugat  ha laman  2- 3  Krono log i s  perkara .A .  

Berd i r i n ya  Par ta i  Bar i san  Nasiona l . . . . . . d s t .   Jawaban  

Tergugat   I I  In te r vens i  ada lah  t i dak  re levan  dengan  

obyek  gugatan ,  karena  kepengurusan  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  berdasarkan  Akta  Notar i s  Nomor  02  tangga l  1 

Oktober  2007  dan  Akta  Notar i s  Nomor  13  tangga l  14  

Februar i  2008,  t i dak  dipermasa lahkan  adanya  

Perse l i s i h an  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  te tap i   malah  

jus t r u  seba l i knya  bahwa   da lam  Anggaran  Dasar  dan 

Anggara n Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  

dibua t  o leh  Notar i s  Aswendi  Kamul i ,  SH dengan  Akta  

tangga l  1  Oktober   2007  No.  02   nama Sdr .  H.  Achmad 

Fauz ie  (Penggugat )  TIDAK  TERSEBUT/TIDAK  TERCATAT,  

BAIK  SEBAGAI  PENDIRI  MAUPUN SEBAGAI  PENGURUS DEWAN 

PIMPINAN  PUSAT PARTAI  BARISAN  NASIONAL.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dal i l  Penggugat  ha laman 4,  5 dan 6 Gugatan  mula i  dar i  

Perubahan  Per tama,  Perubahan  Kedua dan Keadaan  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Pasca  Pemi lu  2009. . . . .  dst .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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Jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  atas  Dal i l  Penggugat  

te rsebu t  ada lah  :  - - -   

(1 ) Dal i l  Penggugat  t idak  re levan ,  karena  t i dak  ada 

perse l i s i h an  kepengurusan  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

atas  Pengesahan  Pengurus  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  

Hukum dan  HAM Nomor  M.MH-72.AH.11 .01  Tahun  2008  

tangga l  10  September  2008,  maupun  dalam  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum  dan  HAM Nomor  M.MH-

05.AH.11 .01  Tahun  2009  tangga l   25  Maret  2009,  

karena  se lu ruh  Pengurus  DPP/Pend i r i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  tanpa  kecua l i  te lah  mener imanya.  

Tidak  ada  pelanggaran  da lam  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  karena  belum d ise lenggarakannya  Kongres  

I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Harus  dibuk t i k an  bahwa  Sdr .  Vence  Rumangkan g 

sudah  melakukan  pelanggaran  atas  keten tuan  dalam 

Anggaran  Rumah  Tangga  Par ta i  sebaga imana  

dida l i l k a n  Penggugat ,  karena  hingga  har i  in i ,  

Sdr . Vence  Rumangkang belum  pernah  dipe r i k sa  dan  

dikena i  Sanks i  Organ isas i  berdasarkan  Bab  IV  

Pasa l  10  ART Par ta i  dan  belum  pernah  dia j ukan  

adanya  perse l i s i h an  Kepengurusan  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  kepada  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k ,  maupun 

dia j ukannya  gugatan  ke  Pengad i l an  yang  
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menyatakan /  memutuskan  bahwa  Saudara  Vence  

Rumangkang  te lah  melakukan  pe langgaran  

organ isas i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Lag ipu la  dalam perkara  in i  Sdr .  Vence  Rumangkang  

dan  kedua  Keputusan  Menter i  te rsebu t  t i dak  

menjad i  obyek  gugatan ,  seh ingga  dal i l - da l i l  

Penggugat  ada lah  t i dak  re levan  sama  seka l i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Sampai  dengan  te rse l enggaranya  Konggres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  tangga l  25  s/d  27  Apr i l  2011  

ber tempat  di  Manado-  Sulawes i  Utara ,  selu ruh  

pengurus  Dewan  Pimpinan  Pusat  ( DPP) ,  Dewan 

Pimpinan  Daerah  (DPD)   dan  Dewan Pimpinan  Cabang 

(DPC)  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  samaseka l i  t i dak  

ada  yang  mengajukan  kebera tan /peno lakan  atau  

mempermasalahkan  kepengurusan  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  d ibawah  kepemimpinan  Sdr .  Vence  

Rumangkang sebaga i  Ketua  Umum dan  H.  Muhammad 

Ar fan  sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Bahwa   Sdr .  Vence  Rumangkang  bukan lah  sebaga i  

Pihak   da lam  gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -

(5 )  Laporan  Per tanggung jawaban  kepengurusan  dan  

keuangan  dar i  Sdr . Vence  Rumangkang se laku  Ketua  

Umum DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  t i dak  re levan  

di  da l i l k an  oleh  Penggugat  karena  bukan  merupakan  

obyek  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5. Dal i l  Penggugat  ha laman  6  Huru f  C.  Per temuan  d i  

Kanto r  Blora  tangga l  6  Agustus  2010. . . .  dst .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa Dal i l  Penggugat  sama seka l i  t i dak  benar  dan 

merupakan  pembelokan  fak ta ,  karena  per temuan  

tangga l  6  Agustus  2010  di  Kantor  Blo ra   ada lah  

Rapat  Pleno  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  dengan  

Pimpinan  Rapat  DR.  Muchta r  Tumin  sebaga i  Waki l  

Ketua  dan  sekre ta r i s  Taty  Suhar ta t y .  Agenda  Rapat  

ada lah  Penetapan  Ketua  Umum,  Sekre ta r i s  Jendera l  

dan  Bendahara  Umum Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

Bahkan  Penggugat  juga  had i r  da lam  Rapat  te rsebu t  

d ihad i r i  o leh  Penggugat ,  yang  dalam Daf ta r  Hadi r  

Rapat ,  te r t e r a  nama  dan  tanda tangan  Penggugat  

(Absen  Rapat  te r l amp i r ) .

b. Bahwa dalam Notu len  Rapat  Pleno  DPP Par ta i  Barnas  

pada  har i  Jum’a t  tangga l  6 Agustus  2011  Jam 18.00  

Wib,  yang  d i t anda tangan i  o leh  Pimpinan  Rapat  
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Pleno  DR.  H.  Muchta r  Tumin ,  SK,  MSc.  Dan 

Sekre ta r i s  Rapat  Pleno  Saudar i  Ny.  Dra.  Taty  

Suhar ta t y ,  d i t e t apkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

(1 ) Penetapan  Sdr .  I r .  H.  Muhammad Arfan ,  MM dar i  

Pejaba t  Ketua  Umum Par ta i  Barnas  menjad i  Ketua  

Umum  Par ta i  Barnas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penetapan  Sdr .  Steven  Rumangkang,  MBA dar i  

Pejaba t   Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i  Barnas  

menjad i  Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i  Barnas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Penetapan  Jabatan  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  te rsebu t  sampai  pada Kongres  I  Par ta i  

Barnas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  yang  sudah  

di te t apkan  bersama  perangka tnya  t i dak  dapat  

d iganggu  gugat  h ingga  te r l a ksanannya  Kongres  I  

Par ta i  Barnas .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Sdr .  John  M.  Toisu ta  secara  pr ibad i  dan  atas  

nama  ke lua rga  menyatakan  secara  resmi  

mengundurkan  di r i  dar i  kepengurusan  Par ta i  

Barnas  dan  t i dak  lag i  menjad i  anggota  Par ta i  

Barnas  (Buk t i  Notu len  Pleno  DPP Par ta i  Barnas  
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te r l amp i r ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa atas  dasar  Notu len  Pleno  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  pada  har i  Jum’a t   tangga l  6 Agustus  2011  

Jam  18.00  Wib  te rsebu t  kemudian  dike lua rkan lah  

Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  

004/SKSP/DPP- P.BASNAS/VI I I /  2010  Tangga l  06 

Agustus  2010  ten tang  Penyempurnaan  Susunan  

Pengurus  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  yang  memutuskan  dan  menetapkan  Tergugat  

In te r vens i  se laku  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (Buk t i  

te r l amp i r )  ;  

d. Bahwa  perubahan  kepengurusan  DPP Par ta i  Barnas  

in i   beser ta  penyempurnaan  Organ isas i  dan  AD/ART 

Par ta i  Barnas ,  te l ah  diak ta - nota r i s kan  d ihadapan  

Notar i s  T.C.  SCHRAM,  SH,  dengan  Akta   Nomor  01 

tangga l  5  Oktober  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa  dengan  sura t   Nomor  :  

008/SK.E /P .BARNAS/X/2010  tangga l   06  Oktober  

2010,  Hal  Pember i t ahuan ;  (Buk t i  te r l amp i r ) ,   yang  

di tu j ukan  kepada  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  RI  ada lah  menjad i  dasar  te rb i t n ya  

Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manus ia  

R. I .  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  tangga l  
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31  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  

sampai  dengan Konggres  I  ;

g. Bahwa  Dewan  Penasehat  dan  Pakar  sebaga i  organ  

baru  yang  t i dak  d ikena l  da lam AD/ART sebaga imana  

dida l i l k an  oleh  Penggugat ,  ada lah  memang  senga ja  

diben tuk  karena  sangat  d ipe r l ukan  keberadaannya  

sebaga i  pe lengkap  dan  kesempurnaan  organ  par ta i .  

Hal  demik ian  samaseka l i  t i dak  ber ten tangan  dengan  

AD/ART  karena  sesua i  dengan  yang  d iamanatkan  

dalam  AD/ART  dalam  rangka  pembinaan  dan  par ta i  

(Pasa l  …..  AD Pasa l  …. ART);

6. Dal i l  Penggugat  ha laman  6  al i nea  te rakh i r  “Sete lah  

per temuan  6 Agustus  2010  te rsebu t ,  t i dak  pernah  lag i  

d iadakan  per temuan. . . . . . . . . . .  dst .  

Jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  atas  Dal i l  Penggugat  

te rsebu t  ada lah  :  - - -

(1 ) Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

Dal i l  Penggugat  te rsebu t  karena   sete lah  

per temuan  6  Agustus  2010,  set i ap  har i  Selasa  dan  

har i  Jumat /Sab tu  d i l akukan  per temuan  Rut in  di  

Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  

Gedung  Gajah  Blok  AK  Ja lan  DR.  Sahar jo  111  

Jakar t a  Sela tan ,  da lam  rangka  pembahasan  rencana  

Kongres  I  Par ta i  Barnas .  Dalam rapa t  DPP te rsebu t  

d isepaka t i  untuk  menyelenggarakan  Rapat  Pleno  
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Dewan  Pimpinan  Pusat  yang  dipe r l uas  dengan  

mengundang  DPD/DPC Par ta i  Barnas .  Pada  tangga l  11 

Januar i  2011,  ber tempat  di  Sekre ta r i a t  Par ta i  

Barnas  Gedung  Gajah  Blok  AK Ja lan  DR.  Sahar jo  

Nomor  11  Jakar ta  Sela tan ,  d ise lenggarakan  Rapat  

Pleno  dengan  has i l  yang  merekomendas ikan  agar  

da lam waktu  yang  s ingka t  segera  dige la r  Kongres  I  

Par ta i  Barnas .  (Buk t i  te r l amp i r ) .  - - -

(2 ) Selan ju t nya  DPP  Par ta i  Barnas  secara  te ra tu r  

set i ap  har i  Selasa  dan  Jumat /Sab tu ,  d i l akukan  

rapa t - rapa t  ru t i n  untuk  membicarakan  rencana  

penye lenggaraan  Kongres  I  Par ta i  Barnas ,  sebaga i  

t i ndak  lan ju t  dar i  AD/ART dan  Rapat  Pleno  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Barnas  yang  dipe r l uas .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

(3 ) Bahwa  dar i  rapa t  ru t i n  te rsebu t  berhas i l  

d i t e rb i t k an  4  (empat )  sura t  Keputusan  DPP Par ta i  

Barnas  sebaga i  dasar  Penye lenggaraan  Kongres  I  

Par ta i  Barnas  yakn i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 .1 ) Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor:90 / SK.KONGRESI/DPP-

P.BARNAS/ I V/2011   tangga l  12  Apr i l  2011,  

t entang  Penye lenggaraan  Kongres  I  Par ta i  

Bar isan  Nasiona l  Tahun  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halaman 59 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
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(3 .2 ) Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor:  91/SK.KONGRES I /  DPP-

P.BARNAS/ I V/2011   tangga l  12  Apr i l   2011,  

Tentang  Pembentukan  Tim Pengarah   (Stee r i ng  

Commi te e)  dan  Pani t i a  Penye lenggara  

(Organ i z i ng  Commit te e)  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Tahun 2011 ;  - -  

(3 .3 )  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  92/SK.KONGRES I /DPP-

P.BARNAS/ I V/2011   tangga l  12  Apr i l  2011,  

Tentang  Pembentukan  Pani t i a  Penye lenggara  

(Organ i z i ng  Commit te e)  Daerah  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Tahun  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

(3 .4 ) Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  93/SK.KONGRESI/DPP-

P.BARNAS/ I V/2011  tangga l  14 Apr i l  2011 ten tang  

Tata  Ter t i b  dan  Jadwal  Kegia tan  Kongres  I  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tahun  2011.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Tangga l  25  s/d  tangga l  27  Apr i l  2011  te lah  

dise lenggarakan  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

d i  Manado yang  dihad i r i  DPP,  33 DPD,  DPC,  Anggota  

DPRD  Prov ins i /Kabupa ten /Ko ta  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  se lu ruh  Indones ia .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -

Kongres  dibuka  oleh  Ketua  DPR-RI  Bapak  DR.  

Marzuk i  Al ie  dan  Menko  Kesra  Bapak  DR.  Agung 

Laksono  dan  dihad i r i  o leh  Gubernur  Sulawes i  Utara  

Bapak  DR.  Sinyo  Harry  Sarundayang  yang  tu ru t  

member ikan  sambutan  dan  Pembeka lan  kepada  se lu ruh  

Peser ta  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ser ta  

Muspida  Pemer in tah  Sulawes i  Utara ;  (Buk t i  

te r l amp i r )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Kongres  Juga  dihad i r i  o leh  Bapak  DR.  Aid i r  Amien  

Daud Di r j en  AHU Kement er i an  Hukum dan HAM RI ,  dan  

Bapak  I  Gust i  Putu  Ar tha ,  Anggota  KPU Pusat  yang  

menjad i  pembicara /na rasumber  da lam  Kongres  I  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  mengenai  Pera tu ran  

Menkumham Nomor  :  M.MH-04.AH.11 .01  Tahun  2011  

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pendaf ta ran  

Penyesua ian  Par ta i  Pol i t i k  Berbadan  Hukum  dan  

Parpo l  Baru  menjad i  Badan  Hukum berdasarkan  UU 

Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  

Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k  dan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  

ten tang  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor 2 Tahun 2008 ten tang  Par ta i  Pol i t i k .  - -

(6 ) Hasi l  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - -

(6 .1 ) I r .  H.  Muhamad  Ar fan ,  MM,  dan  Steven  

Rumangkang,  masing- masing  te rp i l i h  dalam rapa t  
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pleno  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  secara  

ak lamas i  sebaga i  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2011  s/d  2016;  dan  merangkap  

sebaga i   TIM  Formatu r  untuk  melengkap i  

kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2011 s/d  2016.  (Buk t i  

Ter lamp i r ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(6 .2 ) Mener ima  dan  mendukung  sepenuhnya  Sura t  

Keputusan  Ment er i  Hukum  dan  HAM RI  Nomor  :  

M.HH-02.AH.11 .01  Tahun 2011 tangga l  31 Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  

2010  sampai  dengan  Kongres  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 .3 ) Menyatakan  sah  dan  berkekua tan  hukum 

se lu ruh  keb i j akan  dan keputusan- keputusan  yang  

te l ah  dike lua rkan  dan  di tanda tangan i  o leh  

Ketua  Umum/Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan Pimpinan  

Pusat  (DPP)  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  I r .  H.  

Muhammad  Ar fan ,  MM,  dan  Steven  Rumangkang,  

MBA,  yang  te l ah  d isahkan  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum  dan Hak Asas i  Manusia  

Republ i k  Indones ia    Nomor  M.HH-02.AH.11 .01  
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Tahun 2011   tangga l    31 Januar i  2011 ten tang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  sampai  dengan  

Kongres  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  dal i l  Penggugat  te rsebu t  

te rpa tahkan ,  dan t i dak  te rbuk t i ,  karena  t i dak  mungk in  

Kongres  I  Barnas  te rse lenggara  tanpa  per temuan  ru t i n  

dan  pers i apan  yang  matang  untuk  te rse l enggaranya  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  Manado,  apa lag i  

dengan  menghadi r kan  tokoh- tokoh  nas iona l  yakn i  anta ra  

la i n  Ketua  DPR-RI ,  Menko Kesra ,  Gubernur  Maluku  Utara  

dan  Muspida  Maluku  Utara ,   ser ta  di l akukan  pula  

Bin tek  Undang- Undang  No.  2  tahun  2011  dengan  nara  

sumber  Di r j en  AHU Kement er i an  Hukum dan HAM RI ,  Bapak 

DR Haid i r  Amin  Daud;  dan dar i  KPU Pusat  Bapak  I  Gust i  

Putu  Ar tha  beser ta  Anggota  KPU Pusat   dar i  Jakar t a .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dal i l  Penggugat  ha laman  7  huru f  D Rapat  Pleno  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  . . . . d s t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t   I I  In te r vens i  menolak  se lu ruh  dal i l  

Penggugat  te rsebu t  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(7 .1 ) Rapat  Pleno  DPP  Par ta i  Barnas  tangga l  4 

November  dan  rapa t  Pleno  d ipe r l uas  tangga l  10  

November  2010  di  Hote l  Sul tan  yang  di l aksanakan  

oleh  Penggugat  ada lah  t i dak  sah  dan  i l ega l ,  

karena   de  fac to  t i dak  prosedura l  secara  

organ isa to r i s  yang  sah  dan  de  ju re  t i dak  

mendapatkan  pengesahan  dar i  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  sebaga imana  d ia tu r  da lam  Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  

dan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  

Perubahan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k .  Sehingga  se lu ruh  

per temuan  dan  rapa t  p leno  atau  apapun  nama rapa t  

te rsebu t  ada lah  t i dak  sah dan i l ega l .

(7 .2 ) Al inea  per tama,  mengenai  da l i l  Penggugat  

ten tang  ket idak  je l asan  dalam  kepemimpinan  

Par ta i ,  . . .  dst .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Sesungguhnya  yang  te r j ad i  ada lah  adanya  beberapa  

Pengurus  DPP Par ta i  Barnas ,  yang  mengambi l  barang  

inven ta r i s  Par ta i  Barnas  tanpa  se i j i n  Ketua  Umum. 

Hal  in i  te l ah  di l apo rkan  secara  pidana  kepada  

pihak  yang  berwaj i b .  (buk t i  te r l amp i r ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 .3 ) Kepemimpinan  par ta i  sangat  je l as  dan  

penge lo l aan  pener imaan  keuangan  sangat  

t ransparan ,  ha l  in i  te rbuk t i  dar i  te l ah  
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di te r imanya  laporan  Per tanggung jawaban  keuangan  

Tergugat  In te r vens i  (Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  DPP  Par ta i  Bar i san  Nasiona l )  da lam 

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  Manado  pada  

tangga l  27  Apr i l  2011  o leh  Peser ta  Kongres .  

(buk t i  te r l amp i r ) .  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 .4 ) Penyege lan  Gedung  yang  se lama  in i  d igunakan  

untuk  Kanto r  Sekre ta r i a t  Par ta i  d i  Ja lan  Blora  

Menteng  Jakar ta  Pusat ,  adalah  bahwa  Gedung 

te rsebu t  t i dak  disewa  dan  dib i aya i  o leh  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l ,  te tap i  d isewa  dan  d ib i aya i  o leh  

Sdr .  Vence  Rumangkang  pr ibad i ,  dengan  menggunakan  

uang  pr ibad i  dan  bukan  dar i  uang  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l .  (buk t i  sewa  gedung  te r l amp i r ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 .5 ) Dal i l  Penggugat  bahwa  dar i  berbaga i  

in fo rmas i  yang  di t e r ima  dar i  pengurus - pengurus  

daerah . . . .  dst .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Dal i l  Penggugat  penuh  f i t nah ,  sangat  ke j i  dan  tak  

berdasarkan  hukum.   “ In f o rmas i ”  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  dal i l  gugatan ,  karena  sangat  

menyesatkan  dan  tendens ius .  Tergugat  I I  

In te r vens i  t i dak  pernah  mengeluarkan  sura t - sura t  

keputusan  DPP tanpa  mandat  dar i  daerah .  Tid ak  

satupun  Pengurus  DPD/DPC  Par ta i  Barnas  yang  
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mengkla im  adanya  Keputusan  DPP  yang  menjad i  

sumber  konf l i k  d i  daerah  dan   menyebabkan  

te r j ad i n ya  kr i s i s  d i  da lam  kepengurusan  DPP 

par ta i  Barnas .  Tergugat  I I  In te r vens i  tegaskan  

bahwa  t i dak  ada  konf l i k  maupun  kr i s i s  d i  da lam 

kepengurusan  DPP  Par ta i  Barnas .  Ter jad i nya  

Konf l i k  dan  kr i s i s  gawat  darura t  da lam tubuh  DPP 

Par ta i  Barnas ,  ada lah  has i l  rekayasa  dan  c ip taan  

semata  dar i  Penggugat .  Hal  in i  te rbuk t i  Tergugat  

I I  In te r vens i  te l ah  melaksanakan  mandat  Rapat  

Pleno  DPP yang  dipe r l uas  tangga l  11  Januar i  2011  

untuk  segera  menyelenggarakan  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l .  Tidak  mungk in  Kongres  I  Par ta i  

Barnas  te r l a ksana  dengan  te r t i b  aman bermar taba t  

dan  sukses ,  ser ta  d ihad i r i  o leh  tokoh- tokoh  

nas iona l ,  apab i l a  d i t ubuh  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

te r j ad i  konf l i k  maupun  kr i s i s  sebaga imana  

dida l i l k an  Penggugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 .6 ) Dal i l  Penggugat  yang  la i nnya  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  Obyek  Gugatan ,  untuk  i t u  

Tergugat  I I  In te r vens i  menolaknya  dengan  tegas .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dal i l  Penggugat  ha laman  8  “Per temuan  d i l an j u t k an  

menjad i  Rapat  Pleno  DPP  untuk  membahas  . . . . d s t .  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Penggugat  ha lam  8  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 .1 ) Rapat  pleno  DPP yang  dise lenggarakan  o leh  

Penggugat  tangga l  10  November  2010,  dengan  

mengangkat  Sdr .  H.  Ahmad Fauz ie  sebaga i  Pejaba t  

Ketua  Umum merangkap  sebaga i  Ketua  Formatu r  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  S.N.  Pat t y ,  untuk  membentuk  

Kepengurusan  lengkap  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

ada lah  i l l e ga l  dan  t i dak  sah,  ser ta  t i dak  

prosedura l ,  karena  kepengurusan  te rsebu t  t i dak  

te rda f t a r  dan  t i dak  pernah  disahkan  oleh  Menter i  

Hukum  dan  HAM sesua i  keten tuan  Undang- Undang  

Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  dan  

Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  

Perubahan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

(8 .2 )  Demik ian  pula  akta  Notar i s  :  Nomor  05/2010  

tangga l  11  November  2010  yang  dibua t  d ihadapan  

Notar i s  Zakar i as  Omawele ,  SH dan  sura t  permohonan  

Penggugat  tangga l  Nomor  :  1109/SK.E/  

P.BARNAS/XI /2010 ,  tangga l  10  November  2010  ada lah  
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cacat  hukum,  dan  i l l e ga l ,  karena  t i dak  dibua t  dan  

dike lua rkan  o leh  Pengurus  DPP Par ta i  Barnas  yang  

sah.  I tu l ah  sebabnya  ket i ka  dia jukan  permohonan  

untuk  d isahkan  oleh  Menter i  Hukum dan  HAM mela lu i  

sura t  permohonan  Nomor  :  1109/SK.E /P .BARNAS/  

XI /2010  te r t angga l  10  November  2010  ten tang  

pendaf t a ran  perobahan  susunan  Kepengurusan  DPP,  

sura t  permohonan  te rsebu t  t i dak  dip roses  dan 

t i dak  d isahkan  oleh  Menter i  Hukum dan  HAM RI ,  

karena  Pengurus  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  

sah  adalah  Tergugat  I I  In te r vens i ,  yang  mela lu i  

sura t  Nomor  :        008/SK.E/P .BARNAS/X/TAHUN 

2010  te lah  menga jukan  Permohonan  Pengesahan  

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan 

Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Per iode  2010  sampai  dengan  Kongres  I  dan  te l ah  

dise tu j u i  dan  disahkan  oleh  Menter i  Hukum dan  HAM 

dengan  ke lua rnya  Keputusan  Menter i  Hukum dan  HAM 

RI  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  TAHUN 2011  ten tang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  

dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  sampai  dengan  Kongres  I .  

- - -

(8 .3 ) Alasan  Penggugat  mengajukan  gugatan  te rhadap  

Tergugat .  angka  1  pada  obyek  gugatan  bag ian  

judu l :  TENTANG  PENGESAHAN  ANGGARAN  DASAR/  

ANGGARAN RUMAH TANGGA.. . .DST.  - - - - - -  
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Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l  Penggugat  te rsebu t  karena  t i dak  kons is t en  

dan  i l l e ga l .  Penggugat  send i r i  te lah  melakukan  

Perubahan  Anggaran  Dasar  tangga l  11 November  2010  

dan  mendapatkan  Akta  Notar i s  No.05 /2010  dihadapan  

Notar i s  Zakar i as  Omawele ,  SH,  se lan ju t nya  mela lu i  

sura t  permohonan  Nomor  1109/SK.E /P .BARNAS/XI /2010  

tangga l  10  November  2010,  menga jukan  Permohonan  

Pendaf ta ran  Perubahan  Susunan  Kepengurusan  DPP ke  

Menter i  Hukum  dan  HAM  RI .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J ika  benar  Perubahan  Anggaran  Dasar  pada  tangga l  

11  November  2010,  sedangkan  permohonan  

pendaf ta r an  perubahan  susunan  kepengurusan  DPP ke  

Menter i  Hukum  dan  HAM RI  ada lah  tangga l  10 

November  2010,  maka  hal  in i  sangat  menyesatkan  

dan  membingungkan.  Bagaimana  mungkin  Perubahan  

Anggaran  Dasar  dibua t  pada  tangga l  11  November  

2010,  sedangkan  penga juan  permohonan  pengesahan  

kepada  Menter i  Hukum dan  HAM RI  ada lah  sehar i  

sebe lumnya  yakn i  tangga l  10  November  2011 ?? 

( l i ha t  a l i nea  ke  3  ha laman  8  sura t  gugatan  

Penggugat ) .  - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  nyata lah  bahwa  Akta  Notar i s  dan  

sura t  permohonan  te rsebu t  t i dak  prosedura l  dan  

t i dak  dike lua rkan /  d ip roses  oleh  Pengurus  DPP 
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Par ta i  Barnas  yang  sah.  - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 .4 ) Bahwa  da l i l  Penggugat  yang  mengatakan :  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  be lum  pernah  mengadakan  

Kongres  . . . . . . d s t .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  

dal i l  Penggugat  te rsebu t .  Tidak  benar  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  t i dak  pernah  mengadakan  Kongres .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  te l ah  menyelenggarakan  

Kongres  I  pada  tangga l  25  s/d  27  Apr i l  2011  di  

Manado  dan  d ihad i r i  o leh  tokoh - tokoh  nas iona l  

sebaga imana  Tergugat  I I  In te r vens i  kemukakan  d i  

atas . .  Masa  per iode  kepengurusan  Par ta i  Barnas  

ada lah  5  tahun  sesua i  Anggaran  Dasar /Anggaran  

Rumah  Tangga.  Namun  per iode  kepengurusan  

di t en tukan  dan  di te t apkan  oleh  Kongres .  I  Par ta i  

Barnas  di  Manado  pada  tangga l  25  s/d  27  Apr i l  

2011  te l ah  menetapkan  Kepengurusan  Tergugat  I I  

In te r vens i  adalah  untuk  per iode  2011  s/d  2016.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

(8 .5 ) Bahwa  te r j ad i  Pemahaman  yang  ke l i r u  dar i  

Penggugat  mengena i  Masa  Bakt i  kepengurusan  hanya  

dikena l  tahun  2007- 2011.  Namun  dal i l  Penggugat  

t i dak  ada re lavans inya  dengan Obyek Gugatan .  - - - -

Bahwa  masa  bakt i  kepengurusan  di ten tukan  da lam 

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  Par ta i ,  
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bukan  harga  mat i ,  te tap i  semata- mata  te rgan tung  

dar i  has i l  Kongres ,  karena  Kongres  merupakan  

ins t i t u s i  te r t i n gg i  organ i sas i  yang  

dise lenggarakan  seka l i  da lam  5  tahun .  Karena  

kongres lah  yang  mempunyai  kewenangan  merubah  dan  

menyempurnakan  AD/ART (v ide              Bab X 

Pasal  21  AD Par ta i ) .  Termasuk  menetapkan  per iode  

kepemimpinan .  Sebelum  dise lenggarakannya  Kongres  

I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  maka  per iode  

kepengurusan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah  Tangga  s i fa t nya  hanya  sementara ,  akan  

ber l aku  di f i n i t i f  apab i l a  te lah  dise lenggarakan  

dan  di t e t apkan  dalam  Kongres  I .  Aturan - atu ran  

dalam AD/ART sebe lum dise lenggarakannya  Kongres  I  

ada lah  bers i f a t  sementara ,  yang  akan  di rubah  dan  

disempurnakan  dalam  Kongres  I .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  ke l i r u  da lam 

menerapkan  atu ran - atu ran  AD/ART  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  keda lam obyek  gugatan ,  jus t r u  seba l i k nya  

Penggugat l ah  yang  ke l i r u  menerapkan  atu ran - aturan  

AD/ART  Par ta i  Barnas ,  yang  te l ah  menyusun  

kepengurusan  DPP  Par ta i  Barnas ,  bahkan  

menyebar l uaskan  kepengurusan  DPP  Par ta i  Barnas  

mela lu i  Wibe  s i t e / i n t e r ne t ,  tanpa  alas  hak  yang  

sah.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - -

Kekel i r uan  Penggugat  te r sebu t  te lah  disadar i  o leh  

Penggugat  send i r i  dengan  cara  menghapuskan  sega la  

tu l i s an - tu l i s an  dan  in fo rmas i - in fo rmas i  yang  

di tu l i s n ya  di  da lam  web  s i t e / i n t e r ne t  yang  

dibua tnya .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Dal i l  Penggugat  ha laman  9,  Angka  Romawi  I I .  Pada 

obyek  Gugatan ,   pada  bagian  membaca  dan  menimbang  

sura t  Permohonan . . . . d s t .  - - - - - - - -

Tergugat   I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Penggugat  ha laman  9- 10  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Dal i l  Penggugat  t idak  re levan  dan  mohon di to l ak ,  

karena  merupakan  kewenangan  dar i  Pejaba t  pub l i k  

untuk  menetapkan  prosedur  admin is t r a s i  ser ta  

syara t - syara t  pengesahan,  yang  harus  di l a l u i  

apab i l a  ada  permohonan  pengesahan  Anggaran  Dasar /  

Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i .  Pemer iksaan  dan  penel i t i a n  

atas  lampi ran /be rkas - berkas  ada lah  kewenangan  

Tergugat  ( Kement er i an  Hukum  dan  HAM RI)  ;  

- - - - - - - - - -

(2 ) Penje lasan  ten tang  Pasa l - pasa l  dalam  UU No.  2 
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Tahun 2008 . . . d s t .  

Mohon  Dal i l  Penggugat  mengenai   ura ian /da l i l  

Penggugat  pada   Pasa l  2,  Pasa l  3,  Pasa l  5,  Pasal  

51  UU No.  2  Tahun  2008  di to l a k  se lu ruhnya  dengan  

alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

(2 .1 ) Pasal  2:  Penggugat  send i r i  ragu- ragu  

dengan  dal i l n ya  dan  te rkesan  mengguru i  

Tergugat ,  ha l  in i  nampak  pada  kata  /p rasa  

“ Kalau lah  Tergugat  ing in . . . .  dst ;  maka 

barangka l i  kete rka i t a nnya  pada  . . . .  dst .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 .2 ) Pasal  3  ayat  (2 )  huru f  c. . . .  harus  

mempunyai  kanto r  Tetap .  Dal i l  Penggugat  t i dak  

sampai  d is i n i  sa ja .  Penje lasan  Pasa l  3  ayat  

(2 )  huru f  c  :  Kantor  te tap  ia l ah  kanto r  yang  

layak ,  mi l i k  send i r i ,  sewa,  pin j am  paka i ,  

ser ta  mempunya i  a lamat  te tap .  Keten tuan  in i  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  dipenuh i  dengan  

berkan to r  d i  Gedung  Gajah  Blok  AK Ja lan  DR.  

Sahar jo  No.  111  Jakar ta  Sela tan .  Fas i l i t a s  

memadai .  Tak  satupun  keten tuan  perundang-

undangan  yang  mengatu r  bahwa  bi l a  t i dak  

dipenuh inya  Pasa l  3 ayat  (2 )  huru f  c,  Undang-

Undang No.  2 Tahun 2008,  maka kepengurusan  DPP 

Par ta i  menjad i  bata l  ataupun  t i dak  diaku i .  

Halaman 73 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
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Dal i l  Penggugat  mohon di to l a k .  - - - - -

(2 .3 ) Pasal  5  berka i t an  ten tang  Perubahan  

AD/ART Par ta i  Pol i t i k  (Bab  I I I ) . . . d s t .  Mohon 

dal i l  Penggugat  di to l ak  karena  hanya  

menyampaikan  prosedur  admin is t r a s i  untuk  

perubahan  AD/ART Parpo l .  Tak satupun  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengatu r  

bahwa j i ka  prosedur  in i  d i l anggar  menyababkan  

Perubahan  AD/ART  menjad i  t i dak  sah.  Jus t ru  

dengan  waktu  yang  cukup  lama  ada  kesempatan  

kepada  p ihak - pihak  yang  merasa  berkepen t i ngan  

untuk  mengajukan  kebera tan  sesua i  Prodedur  

hukum.  Kebera tan  te rhadap  Perubahan  Anggaran  

Dasar  Parpo l  bukan  kewenangan  dar i  PTUN.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Dal i l  Penggugat  :  Cukup  je l as  pernya taan  TERGUGAT 

. . . . d s t .  Namun disayangkan  pernya taan  i t u  t i dak  

benar  . . . . . . d s t .  - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  mohon  di to l ak  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 .1 ) Dal i l  Penggugat  pada  huru f  a.  Pada 

tangga l  penga juan  . . . . d s t .  yang  dihas i l k an  

dar i  perbua tan  yang  melawan  hukum (pemohonan  

yang  t i dak  berkua l i t a s ) ,  masa  penga juannya  

sudah  kada lua rsa . . . . d s t .   Untuk  meni la i  

perbuatan  Tergugat  ada lah  perbua tan  yang  
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melawan  hukum  (pe r mohonan  yang  t i dak  

berkua l i t a s  dan  penga juan  kada luarsa )  bukan  

merupakan  ranah  dar i  PTUN.  Hingga  saat  in i  

be lum  pernah  ada  putusan  pengad i l an  yang  

membukt i kan  bahwa  perbua tan  Tergugat  adalah  

perbua tan  yang  melawan  hukum  dan  pemohonan 

Tergugat  I I  I nte rvens i  ada lah  pemohonan t i dak  

berkua l i t a s ,  ser ta  penga juan  permohonan  sudah  

kada luarsa .  Dar i  mana Penggugat  meni la i  bahwa 

per mohonan t i dak  berkua l i t a s ,  dan kada lua rsa? .  

Jus t ru  permohonan  te rsebu t  berkua l i t a s  dan  

t i dak  kada lua rsa ,  seh ingga  per mohonan Terguga t  

In te r vens i  d isahkan  oleh  Terguga t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tak  satupun  keten tuan  dalam  Undang- Undang  

Par ta i  Pol i t i k  yang  mengatu r  mengenai  

kada luarsa .  Jus t ru  Penggugat  ada lah  Penggugat  

Tidak  Berkua l i t a s  sebaga i  Ketua  Umum/ Sekjen  

DPP  Par ta i  Barnas  karena  i l l e ga l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 .2 ) Dal i l  Penggugat  Pasal  5,  dan  Pasal  23.  

Mohon  di to l a k  karena  dal i l  Penggugat  t i dak  

berkua l i t a s  dan t idak  re levan .  - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Dal i l  Penggugat :  Kalaupun  acuan  tangga l  perubahan  

. . . . d s t . . .  karena  mengandung  hal  pe langgaran  

hukum seper t i  : . . . . d s t .  - - - - - - - - -

Mohon  da l i l  Penggugat  se lu ruhnya  di to l ak ,  karena  
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baik  Tergugat  I I  In te r vens i  maupun  Notar i s  yang  

memproduk/menerb i t k an  Akta  nota r i s  te r sebut ,  

t i dak  ada  putusan  pengad i l an  yang  menyatakan  

te l ah  melakukan  pelanggaran  hukum.  Notu len  

tangga l  6  Agustus  2010  je l as  seka l i  te r t e r a :  

Agenda  Rapat :  Penetapan  PLT  Ketua  Umum,  PLT 

Sekre ta r i s  Jendera l  dan  PLT Bendahara  Umum Par ta i  

Bar i san  Nasiona l .  dan  agenda  rapa t  in i  te lah  

di t i n dak  lan ju t i     dengan  Notu len  Pleno  DPP 

Par ta i  Barnas  yang  d i t anda tangan i  o leh  

R.  H.  Muchtar  Tumin ,  SK,  MSc  dan  Dra.  Taty  

Suhar ta t y .  (Buk t i  te r l amp i r )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Dal i l  Penggugat  Halaman 11,  huru f  a,  b,  c ,  d,  dan  e.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mohon  dal i l  Penggugat  se lu ruhnya  di to l ak  dengan  

alasan  Penggugat  adalah  penggugat  yang  tak  

berkua l i t a s  dan t i d ak  mempunyai  lega l  s tand ing .  Bahwa 

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  memenuhi  se lu ruh  

keten tuan  dan  persya ra tan  untuk  mengajukan  pengesahan  

kepengurusan  dan  juga  te l ah  menyelenggarakan  Kongres  

I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  Manado tangga l  25 s/d  27  

Apr i l  2011 yang  dihad i r i   o leh  DPP/DPD/DPC ser ta  

anggota  DPRD  Par ta i  Barnas  se lu ruh  Indones ia .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11. Dal i l  Penggugat  ha laman  12  angka  Romawi  I I I ,  IV ,  V,  

VI ,  VI I .  - - - - - - - - - - - - - - -

Mohon  dal i l  Penggugat  te rsebu t  d i to l a k  dengan  

alasan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penggugat  adalah  Penggugat  t i dak  berkua l i t a s  

karena  t i dak  memi l i k i  lega l i t a s / l e ga l  s tand ing  

yang  sah menuru t  hukum ;  - - - - - - - - - -

b. Penggugat  t i dak  pernah  dip i l i h  maupun  te rp i l i h  

sebaga i  Ketua  Umum/Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  

Barnas ,  karena  Penggugat   memi l i h  di r i n ya  send i r i  

untuk  menjad i  Ketua  Umum/Sekre ta r i s  Jendera l  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  dan  t i dak  mela lu i  

mekanisme  yang  benar  yakn i  mela lu i  Kongres  Par ta i  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Perubahan  AD/ART  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

berse r t a  Permohonan  Pendaf ta ran  Perubahan  Susunan  

Pengurus  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  kepada  

Tergugat  (Mente r i  Hukum dan  HAM-RI)  tangga l  11 

November  2011  ada lah  t i dak  sah  dan  i l l e ga l ,  

seh ingga  hal  mana t i dak  di l ayan i  o leh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

d. Masalah  pecat - memecat  anggota  pengurus  dan  

ancaman  pergan t i an  anta r  waktu  ada lah  rekayasa  

semu  c ip taan  Penggugat  lag ipu l a  bukan  ranah  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  t i dak  re levan  

dimasukkan  sebaga i  mater i  perka ra  oleh  Penggugat .  
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- - - - - - - -

e. Konso l i das i  in t e rna l  dan  eks te rna l  Par ta i  dan  

ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k ,  sudah  tun tas  d ibahas  

dalam  Kongres  I  Par ta i  Barnas  di  Manado  pada  

tangga l  25  s/d  27  Apr i l  2011.  Bahkan  sudah  

di l akukan  sos ia l i s a s i  kepada  se lu ruh  

DPP/DPD/DPC/Anggota  DPRD  Par ta i  Barnas  untuk  

mengant i s i pas i  dan  melaksanakan  Ver i f i k a s i  

Par ta i ,  dengan  menghad i r kan  DR.  Aid i r  Amien  Daud 

Di r j en  AHU Kementer i an  Hukum dan  HAM RI ,  dan  I  

Gust i  Putu  Ar tha ,  Anggota  KPU Pusat  yang  menjad i  

pembicara /na rasumber  da lam  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  mengenai  Pera tu ran  Menkumham 

Nomor  M.MH-04.AH.11 .01  Tahun  2011  ten tang  

Petun juk  Pelaksanaan  Pendaf ta ran  Penyesua ian  

Par ta i  Pol i t i k  Berbadan  Hukum dan  Parpo l  Baru  

menjad i  Badan  Hukum berdasarkan  UU Nomor  2  Tahun  

2011  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  Undang- Undang  Nomor  

2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  dan  Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Tindakan  Tergugat  untuk  t i dak  menanggap i  sura t  

permohonan  Penggugat ,  adalah  sudah  tepa t ,  karena  

Pemohon  bukan lah  Pemohon  yang  benar  dan  ber  

i k t i ka t  ba ik  lag i  pu la  Pemohon  (Penggugat )  t i dak  
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memi l i k i  sama  seka l i  lega l  stand ing .  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa  obyek  gugatan  t i dak  ber ten tangan  dengan  

undang- undang  maupun,  azas- azas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Sura t  Keputusan  Tergugat   yang  menjad i  Obyek  

Gugatan  adalah  sah  dan  berkekua tan  hukum  yang  

te tap .  Kongres  I  Par ta i  Barnas  di  Manado  pada  

tangga l  25  s/d  27  Apr i l  menyatakan  sah  dan  

berkekua tan  hukum Keputusan  Menter i  Hukum dan  HAM 

RI  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Terb i t nya  Obyek  Gugatan  t i dak  mengandung  

kecerobohan  dan  ket i dak  cermatan ,   dan  t i dak  

mencidera i  kewenangan  yang  diber i kan  

negara /kons t i t u s i  kepada  Tergugat ,  jus t r u  gugatan  

Penggugat l ah  yang  mengandung  kecerobohan  dan  

ket i dak  cermatan  ser ta  mencidera i  azas  hukum yang  

ber l aku  unive rsa l ,  dengan  perbua tan  Penggugat  

yang  mengangkat  dan  mengaku  di r i  sebaga i  Ketua  

Umum/Sekre ta r i s  Umum DPP Par ta i  Barnas ,  te tap i  

t i dak  d idukung  dengan  a las  hukum  yang  sah  dan 

benar  ;  - - - - - - - - - - - - -

j . Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d i  Menado  pada  

tangga l  25 s/d  27 Apr i l  2011,  ada lah  bukt i  nyata ,  

dan  fak ta  yur id i s  yang  tak  te rban tahkan  bahwa 
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Tergugat  In te r vens i  ada lah  Ketua  Umum/ Sekre ta r i s  

Jendera l  DPP Par ta i  Barnas  yang  sah  dan  lega l ,  

dan  dalam  Kongres  I  Par ta i  Barnas  te rsebu t  

Tergugat   In te r vens i  te lah  te rp i l i h  kembal i  

secara  ak lamas i  sebaga i  Ketua  Umum/Sekre ta r i s  

Jendera l  Par ta i  Barnas  Per iode  2011  s/d  2016.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  Ter gugat  

In te r vens i  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat ,  agar  

berkenan  memutus  perkara  in i  dengan  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DALAM EKSEPSI

- Mener ima  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA

- Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Penggugat  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  atau  fo tocopynya ,  ser ta  dibe r i  
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tanda  P- I  sampai  dengan  P- XXXVI  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- I : Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

TAHUN 2011  tangga l  31  Januar i  2011  Tentang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /  Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  sampai  dengan  

Kongres  I .  (Fotocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- I I : Sal i nan  Akta  Penyempurnaan  Organ isas i  

Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (Par ta i  Barnas)  

Nomor  :  01  Tangga l  5  Oktober  2010  d ibua t  

d ihadapan  DEBRA T.  C.  SCHRAM, S.H.  Notar i s  d i  

Jakar t a .  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- I I I : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  

1111/SK.E/  P.BARNAS/XI I / 2010  tangga l  8 

Desember  2010  Per iha l  Pernya taan .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. Bukt i  P- IV : Absens i  Rapat  Pleno  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Tangga l  6  Agustus  2010.  (Fo tocopy  

dar i  fo tocopy )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- V.A : Notu len  Rapat ,  Hasi l  Rapat  Pleno  DPP 
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Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  6 Agustus  2010  

Jam 16.00  Wib.  (Fo tocopy  sesua i  dengan as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6. Bukt i  P- V.B : Notu len  Rapat ,  Hasi l  Rapat  Pleno  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  6 Agustus  2010  

Jam 18.00  Wib.  (Fo tocopy  sesua i  dengan as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

7. Bukt i  P- VI : Sal i nan  Akta  Perubahan  Pengurus  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  

05  Tangga l  11  Nopember  2010  d ibua t  d ihadapan  

ZACHARIAS  OMAWELE,  S.H.  Notar i s  d i  Jakar ta .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- VI I : Akta  Pendi r i an  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  02  Tangga l  1  Oktober  2007  

dibua t  d ihadapan  ASWENDI KAMULI,  S.H.  Notar i s  

d i  Jakar ta .  (Fotocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- VI I I : Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

11.01  TAHUN 2008  Tentang  Pengesahan  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  sebaga i  Badan  Hukum.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -

10. Bukt i  P- IX : Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  :  13  Tangga l  14  Pebruar i  2008  dibua t  

d ihadapan  ZACHARIAS OMAWELE,  S.H.  Notar i s  d i  

Jakar t a .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - -

11. Bukt i  P- X : Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-05.AH.11 .01  

TAHUN 2009  tangga l  25  Maret  2009  Tentang  

Pengesahan  Perubahan  Anggaran  Dasa dan Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Masa  Bakt i  2009- 2014.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- XI : Sura t  Notar i s  ZACHARIAS  OMAWELE,  S.H.  

Nomor  :  77/CI /X I / 2010  Tangga l  11 November  2010  

Per iha l  Permohonan  Akta  Perubahan  Dewan 

Pengurus  Pimpinan  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

berkedudukan  di  Jakar t a .  (Fotocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

13. Bukt i  P- XI I : Tanda   Bukt i   Penyerahan   Dokumen  Dewan 

Pimpinan  Pusat

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  11  November  

Halaman 83 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- XI I I : Tanda Bukt i  Penyerahan  Dokumen Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  

11  November  2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P- XIV : Tanda  Bukt i  Penyerahan  Dokumen  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  

11  November  2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- XV : Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  DPP  Par ta i  

Barnas  Tangga l  4  November  2010.  (Fotocopy  

sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P- XVI : Laporan  Hasi l  Ker ja  Tim  Formatu r  Revis i  

Susunan  Pengurus  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2007- 2012  Tangga l  10  

November  2010.  (Fotocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P- XVI I : Putusan  Rapat  Pleno  Diper l uas  

Tangga l  10  November  2010.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P- XVI I I : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  :  1109/SK.E/  P.BARNAS/XI /2010  Tangga l  10 

84
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November  2010  Per iha l  Pendaf ta ran  Perubahan.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  - - - - - - -

20. Bukt i  P- XIX : Daf ta r  Hadi r  rapa t  Pleno  Dewan Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  4 

November  2010  s/d  10  November  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  lega l i s as i  Notar i s  ZACHARIAS OMAWELE, 

S.H. )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P- XX : Sura t  Keterangan  Domis i l i  Perusahaan  

Nomor  :  314/ - 1.824 .8 / I / 2 011  Tangga l  19 Januar i  

2011  atas  nama DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  - - - - - - -

22. Bukt i  P- XXI : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  

1110/SK.E/  P.BARNAS/XI /2010  Tangga l  25 

November  2010  Per iha l  Kete rangan  Tambahan 

Untuk  Pendaf ta ran  Perubahan.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P- XXI I : Nota  Pro tes  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  kepada  Menter i  Hukum dan HAM Republ i k  

Indones ia  Tangga l  21  Februar i  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  P- XXI I I : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  :  1126/SK.E/PBN/  I I / 2011  Tangga l  7 

Februar i  2011  Per iha l  Laporan  dan  Mohon 

Halaman 85 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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Penje lasan .  (Fotocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  P- XXIV : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  :  1127/SK.E/PBN/  I I / 2011  Tangga l  10  

Februar i  2011  Per iha l  Pembata lan  SK Menter i .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P- XXV: Jawaban  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Perkara  Nomor  :  

34/G/2011 /PTUN- JKT.  Tangga l  11  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  P- XXVI : Dupl i k  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Perkara  Nomor  :  

34/G/2011 /PTUN- JKT.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  P- XXVI I  : Ekseps i  dan  Jawaban  Tergugat  I I  

In te r vens i  Terhadap  Gugatan  da lam  Perkara  

Nomor  :  34/G/2011 /PTUN- JKT.  Tangga l  9  Mei  

2011.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bukt i  P- XXVI I I : Susunan  Dewan  Pembina  Par ta i  

Demokra t  2010- 2015.  (Fotocopy  sesua i  scan  

v ia  in te rne t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86

Disclaimer
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30. Bukt i   P- XXIX : Foto  Kanto r  Sekre ta r i a t  DPP Par ta i  

Barnas  J l .  Gunawarman No.  32  Kebayoran  Baru .  

(Fo tocopy  sesua i  scan  as l i )  ;  - - - - - - - - -

31. Bukt i  P- XXX: Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  2 

Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  

Pol i t i k .  (Fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bukt i  P- XXXI : Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  2011  Tangga l  

22  Februar i  2011  Tentang  Tim  Untuk  

Mengajukan  GugatanKepada  Menter i  Hukum dan 

HAM di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  

DKI  Jakar ta .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. Bukt i  P- XXXI I : Sura t  Pernya taan  Dra.  Taty  

Suhar ta t y  te r t angga l  26  Mei  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34. Bukt i  P- XXXI I I : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum Umum Di rek tu r  Tata  Negara  

Nomor  :  AHU.4.HM.02 .03 - 107  Tangga l  26 

September  2008  Per iha l  Permohonan  Pengumuman 

dalam  Ber i t a  Negara  Republ i k  Indones ia .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;

35. Bukt i  P- XXXIV : Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  (BARNAS)  Nomor  :  1 B 

Halaman 87 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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Tangga l  18  Desember  2008.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

36. Bukt i  P- XXXV : Sura t  DPP par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  

:  1134/SK.E/PBN/VI / 2011  tangga l  06  Jun i  2011  

Tentang  Kebera tan  kepada  Menter i  Untuk  

Mengesahkan  Hasi l  Kongres  I  vers i  DPP Moh.  

Ar fan - Steven  Rumangkang.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37. Bukt i  P- XXXVI : Tanda  Ter ima  Sura t  DPP  par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  

1134/SK.E/PBN/VI /2011  tangga l  06  Jun i  2011  

Tentang  Kebera tan  kepada  Menter i  Untuk  

Mengesahkan  Hasi l  Kongres  I  vers i  DPP Moh.  

Ar fan - Steven  Rumangkang.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya,  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  

sura t  yang  te l ah  diber i  metera i  cukup  dan  te l ah  disesua i kan  

dengan  as l i nya ,  ser ta  dibe r i  tanda  T- I  sampai  dengan  T- VI  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T- I : Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  

88
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Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

TAHUN 2011  tangga l  31  Januar i  2011  Tentang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /  Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  sampai  dengan  

Kongres  I .  (Fotocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T- I I : Sura t  Pengunduran  Di r i  Sdr .  Vence  

Rumangkang  sebaga i  Ketua  Umum Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Tangga l  7 Jun i  2010.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i ,  lampi ran  fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T- I I I : Notu len  Pleno  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tangga l  6  Agustus  2010  Jam  16.00  Wib.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy  stempel  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T- IV : Absens i  Rapat  Pleno  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Tangga l  6  Agustus  2010.  (Fo tocopy  

dar i  fo tocopy )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T- V : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  

008/SK.E /  P.BARNAS/X/2010  Tangga l  6  Oktober  

2010  Per iha l  Pember i t ahuan .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T- VI : Sura t  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  ;  

Halaman 89 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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073/SP/DPP P BARNAS/I I / 2011  Tangga l  2 Februar i  

2011  Per iha l  Pember i t ahuan  Pindah  Alamat .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  Jawabannya  

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  atau  fo tocopynya ,  ser ta  dibe r i  

tanda  T. I I . I n t e r v ens i - 1  sampai  dengan  T. I I . I n t e r v ens i - 36  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  - -

1. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 1 : Akta  Pendi r i a n  Organ isas i  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  02 

Tangga l  1  Oktober  2007  dibua t  

d ihadapan  Aswendi  Kamul i ,  S.H.  Notar i s  

d i  Jakar ta .  (Fotocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 2 : Sal i nan  Akta  Perubahan  

Anggaran  Dasar  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  :  1.B  Tangga l  18  Desember  2008  

dibua t  d ihadapan  Debra  T.C.  Schram,  

S.H.  (Fotocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 3 : Sura t  DPP  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  

008/SK.E /P .BARNAS/X/2010  Tangga l  6 

Oktober  2010  Per iha l  Pember i t ahuan .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 4 : Notu len  Rapat  Pleno  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  6 

Agustus  2011  Jam 16.00  Wib.  (Fo tocopy  

dar i  fo tocopy  stempel  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 5 : Notu len  Rapat  Pleno  DPP 

Par ta i  Barnas  Tangga l  6  Agustus  2010  

Jam  18.00  Wib.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 6 : Absens i  Rapat  Pleno  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  6 

Agustus  2010.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  

;  

7. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 7 : Putusan  Rapat  Pleno  

Diper l uas  Tangga l  8  Jun i  2010.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 8 :  Sura t  Pengunduran  Di r i  Sdr .  

Vence  Rumangkang  sebaga i  Ketua  Umum 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tangga l  7 Jun i  

2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan as l i ) ;  

9. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 9 : Sal i nan  Akta  Penyempurnaan  

Organ isas i  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah Tangga  Par ta i  Bar i san  Nasaiona l  

Halaman 91 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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(Par ta i  Barnas)  Nomor  :  01  Tangga l  5 

Oktober  2010.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  

;  - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 10 : Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

TAHUN 2011  tangga l  31  Januar i  2011  

Tentang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /  

Anggaran  Rumah  Tangga  dan 

Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  sampai  

dengan  Kongres  I .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 11 : Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  90/SK.KONGRES 

I /DPP- P.BARNAS/IV /2011  Tangga l  12 

Apr i l  2011  Tentang  Penye lenggaan  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i  te rmasuk  lampi ran )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

12. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 12 : Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  91/SK.KONGRES 

I /DPP- P.BARNAS/IV /2011  Tangga l  12 

92
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Apr i l  2011  Tentang  Tim  Pengarah  

(S teer i ng  Commit tee ) ,  dan  Pani t i a  

Penye lenggara  (Organ i z i ng  Commit tee )  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

13. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 13 : Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  92/SK.KONGRES 

I /DPP- P.BARNAS/IV /2011  Tangga l  12 

Apr i l  2011  Tentang  Pani t i a  

Penye lenggara  (Organ i z i ng  Commit tee )  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 14 : Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  93/SK.KONGRES 

I /DPP- P.BARNAS/IV /2011  Tangga l  12 

Apr i l  2011  Tentang  Pera tu ran  Tata  

Ter t i b  dan  Susunan  Jadwal  Kegia tan  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 15 : Keputusan  Pimpinan  

Halaman 93 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
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Rapat  Sementara  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  001/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Tiga  Sura t  

Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Sebagai  Dasar  Hukum 

Penye lenggaraan  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Tahun  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 16 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Sementara  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  002/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Pengesahan  

Tata  Ter t i b  dan  Jadwal  Acara  Kongres  I  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tahun  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i  te rmasuk  

lampi ran )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

17. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 17 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Sementara  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  003/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Pimpinan  Rapat  

94

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

18. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 18 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  004/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Kepengurusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

d ibawah  Kepemimpinan  H.  Muhammad Ar fan  

dan  Steven  Rumangkang  Telah  Berakh i r  

dan  Dinya takan  Demis ioner .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

19. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 19 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  005/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pener imaan  Laporan  

Per tanggung jawaban  Dewan  Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  

Tahun  2010  -  Apr i l  2011.  (Foptocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 95 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 20 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  006/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Hasi l - has i l  

Rapat  Komis i  A Mengena i  Program  Ker ja  

Par ta i  Barnas  Per iode  2011  s/d  2016.  

(Fop tocopy  sesua i  dengan  as l i  te rmasuk  

lampi ran )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

21. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 21 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  007/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Hasi l - has i l  

Rapat  Komis i  B Rekomondas i  Konggres  I  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Tahun  2011  

Kepada  Ketua  Umum  dan  Sekre ta r i s  

Jendera l  Dewan Pimpinan  Pusat  Terp i l i h  

ser ta  Perubahan  dan  Penyempurnaan  

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  (Fop tocopy  

sesua i  dengan  as l i  te rmasuk  

lampi ran )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 22 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  008/KONGRES 

I /P .BARNAS/  IV /2011  Tangga l  27  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Hasi l - has i l  

Rapat  Komis i  C mengena i  Sikap /S ta temen  

Pol i t i k  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 23 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Kongres  I  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Nomor  :  009/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  

2011  Tentang  Pengesahan  Pera tu ran  Tata  

Ter t i b  Pemi l i han  dan  Kr i t e r i a  Calon  

Ketua  Umum/Ketua  Formatur  dan  Anggota  

Formatu r  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Per iode  2011  s/d  

2016.  (Foptocopy  sesua i  dengan  as l i  

te rmasuk  lampi ran )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 24 : Keputusan  Pimpinan  

Rapat  Sementara  Kongres  I  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  Nomor  :  010/KONGRES 

I /P .BARNAS/ IV /2011  Tangga l  26  Apr i l  
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2011  Tentang  Pengesahan  dan 

Pengangkatan  H.  Muhammad Ar fan  sebaga i  

Ketua  Umum  dan  Steven  Rumangkang  

sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Per iode  2011  s/d  2016.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - -  

25. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 25 : Daf ta r  Hadi r  Peser ta  

Konggres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011  Tangga l  26  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 26 : Daf ta r  Hadi r  Peser ta  

Konggres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Tahun  2011  Tangga l  27  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 27 : Barnas  Siap  Gabung 

Demokra t ;  Har ian  Pagi  Tr ibun  Manado,  

Selasa ,  26  Apr i l  2011.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 28 : Al ie  dan  Laksono  Hadi r i  

Konggres  Barnas ;  Manado Post ,  Rabu,  27 

Apr i l  2011.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 29 : Hasi l  Konggres  I  d i  

Manado,  Ar fan - Steven  Pimpin  Barnas  

sampai  2016;  Rakyat  Merdeka,  Rabu,  4 

Mei  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 30 : Photo - photo  Hasi l  

Kongres  I  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  2011  

Tangga l  26  Apr i l  2011  d i  Manado 

Sulawes i  Utara .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 31 : Daf ta r  Hadi r  Rapat  

Pleno  DPP  d i  per l uas  tangga l  11 

Jnauar i  2011.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  

;  - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 32 : Daf ta r  Hadi r  Rapat  DPP 

Par ta i  Barnas  tangga l  25  Februar i  

2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - -

33. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 33 : Rapat  DPP Par ta i  Barnas  

tangga l  5 Apr i l  2011.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34. Bukt i  T. I I . I n t e r v ems i - 34 : Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Halaman 99 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
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Usaha Negara  dan  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 35 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  

Par ta i  Pol i t i k .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Bukt i  T. I I . I n t e r v ens i - 36 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  kesempatan  yang  dibe r i k an  oleh  

Maje l i s  Hakim,  Pihak  Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  t i dak  

mengajukan  saks i  maupun  ah l i  d i  pers i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  Jawabannya  

se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s ,  p ihak  Terguga t  I I  

In te r vens i  juga  te l ah  mengajukan  2  (dua)  orang  saks i ,  ya i t u  

100

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. RUDI  ANDRIES,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tempat / t angga l  

lah i r ,  Menado,  17  Apr i l  1956,  Jen is  Kelamin  Lak i -

lak i ,  Agama Kato l i k ,  Peker j aan  Swasta  (Ketua  DPP 

Par ta i  Barnas) ,  bera lamat  di  Ja lan  H.M.  Ismai l  

Nomor  23  D,  Rt .09 /RW10,  Kelu rahan  Kebayoran  Lama 

Sela tan ,  Kecamatan  Kebayoran  Lama,  Jakar t a  Sela tan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. TATY SUHARTATY,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tempat / t angga l  

lah i r ,  Jakar ta  23  Mei  1958,  Jen is  Kelamin  Wani ta ,  

Agama  Is l am,  Peker j aan  Swasta  (Waki l  Sekre ta r i s  

Jendera l  Par ta i  Barnas) ,  bera lamat  di  Cip inang  Asem 

Nomor  37  Rt .009 /Rw.012 ,  Kelu rahan  Kebon  Pala ,  

Kecamatan  Makassar ,  Jakar ta  Timur .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  saks i - saks i  d isumpah  menuru t  agamanya  dan  

bersumpah  akan  member ikan  kete rangan  yang  benar  dan  t i dak  

la i n  dar ipada  yang  sebenarnya ,  te l ah  member ikan  kete rangan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. KETERANGAN SAKSI  RUDI ANDRIES :

- Bahwa  Saks i  had i r  pada  Rapat  DPP yang  d i l akukan  pada  

har i  Jumat ,  tangga l  6  Agustus  2010  berdasarkan  absens i  

nomor  18  (buk t i  T. I I . I n t e r v ens i - 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 101 dar i  137 ha laman Putusan  Nomor  
34/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  Notu len  Rapat  Pleno  DPP 

pada  har i  Jumat ,  tangga l  6  Agustus  2010  Jam 16.00  Wib  

dan Jam 18.00  Wib yang  di tanda tangan i  o leh  Muchtar  Tumin  

dan Taty  Suhar ta t y  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  berd i r i  pada  tangga l  1 

Oktober  2007,  dengan anggota  ber jumlah  82 (de lapan  puluh  

dua)  orang  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  saat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  berd i r i  

penyebutannya  belum Ketua  Umum te tap i  Pejaba t  Ketua  Umum 

ya i t u  Pro f .  Dr .  Roy  Sembel ,  MBA.  dan  Sekre ta r i s  

Jendera lnya  Prof .  Dr .  K.H.  Rusmana  Kelana ,  Sip .  ;  

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  juga  te rmasuk  ke  dalam kepengurusan  Par ta i  

ya i t u  sebaga i  Ketua  Bidang  di  DPP  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  melakukan  perubahan  

kepengurusan  karena  di te rb i t k annya  Undang- Undang Nomor  2 

Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  mengatu r  bahwa 

set i ap  Par ta i  Pol i t i k  harus  menyesua ikan  keseta raan  

gender  dengan  perband ingan  70  :  30,  maka  atas  dasar  

pera tu ran  te rsebu t  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d iwa j i b kan  

untuk  menyesua ikan ,  seh ingga  te r j ad i  perubahan  

kepengurusan  oleh  karena  amanat  Undang- Undang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  tahun  2009  te r j ad i  perubahan  kepengurusan  

yang  ket i ga ,  o leh  karena  adanya  fe r i f i k a s i  menje lang  

Pemi lu ,  ya i t u  Ketua  Umum dar i  Sdr .  Roy  Sembel  kepada  

Sdr .  Vence  Rumangkang,  Sekre ta r i s  Jendera l  dar i  Sdr .  

K.H.  Rusmana  Kelana  kepada  Dadang  Garn ida  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sek i t a r  bu lan  Mei  2010,  Sdr .  Vence  Rumangkang  

diangka t  menjad i  Pembina  Par ta i  Demokra t ,  seh ingga  

bel i au  berhen t i  dar i  jaba tannya  sebaga i  Ketua  Umum 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  had i r  pada  rapa t  DPP tangga l  6 Agustus  2010  

berdasarkan  SMS yang  dik i r im  beran ta i ,  o leh  karena  

adanya  in i s i a t i f  dan  spontan i t a s  dar i  pengurus  

membicarakan  rumor  ten tang  Sdr .  Vence  Rumangkang  yang  

sudah  di l an t i k  o leh  par ta i  la i n  seh ingga  per lu  

mengangkat  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  baru  yang  

menggant i kan  kedudukannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  t i dak  ada  yang  dihas i l k an  dar i  rapa t  te rsebu t ,  

o leh  karena  te r j ad i  perse l i s i h an  anta ra  Sdr .  Vence  

Rumangkang  dengan  John  M.  Toisu ta ,  seh ingga  Vence  

Rumangkang  mengajak  anaknya  Steven  Rumangkang  untuk  

meningga l kan  ruangan  rapa t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  mengetahu i  Rapat  DPP yang  d i l akukan  di  Hote l  

Sul tan  tangga l  4  Nopember  2010,  yang  membahas  keadaan  
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par ta i  yang  kemudian  rapa t  te rsebu t  d i t i ngka t kan  menjad i  

Rapat  Pleno  DPP untuk  membentuk  Tim Formatu r  Pleno  dalam 

rangka  pembentukan  kepengurusan  baru  ;  - - - - - - -

- Bahwa Saks i  juga  hadi r  pada  rapa t  tangga l  10  Nopember  

2010,  yang  has i l n ya  adalah  membentuk  dan  mensahkan  

susunan  kepengurusan  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  

dike tua i  o leh  H.  Achmad Fauz ie  dengan  Ste fanus  Nicho las  

Pat ty  sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sete lah  susunan  kepengurusan  diben tuk  dan disahkan  

kemudian  dino ta r i a l k an  dan  dida f t a r kan  ke  Menter i  Hukum 

dan HAM RI  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa tenggang  waktu  untuk  mengajukan  pendaf ta r an  ada lah  

pal i ng  lambat  30  ( t i ga  puluh)  har i  se jak  te r j ad i  

perubahan  kepengurusan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor  2 

Tahun 2008 Pasal  23  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sura t  permohonan  pendaf t a r an  yang  dia jukan  o leh  

Penggugat  d i t e r ima  oleh  Menter i  Hukum dan  HAM RI  akan  

te tap i  t i dak  ada jawaban  ;  - -

- Bahwa  sete lah  Pihak  Penggugat  menghadap  Di rek tu r  

Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum Umum Depar temen  Hukum dan  

HAM RI ,  mendapat  jawaban  bahwa  oleh  karena  te r j ad i  

perse l i s i h an  di  da lam  par ta i  maka  permohonan  t i dak  

dip roses  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. KETERANGAN SAKSI  TATY SUHARTATY :

- Bahwa  Saks i  had i r  pada  rapa t  DPP yang  di l akukan  pada  

har i  Jumat ,  tangga l  6  Agustus  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  Saks i  yang  menandatangan i  Notu len  Rapat  DPP 

yang  di l akukan  pada har i  Jumat ,  6 Agustus  2010 Jam 16.00  

Wib dan Jam 18.00  ;  

- Bahwa Saks i  menandatangan i  Notu len  te rsebu t  atas  dasar  

usu lan  dar i  Ibu  Sus i  Febr ian t i  yang  mengatakan  bahwa 

rapa t  te rsebu t  akan  d ibahas  pada  rapa t  ber i ku tnya  oleh  

karena  rapa t  te r sebu t  t i dak  memenuhi  kuorum yang  hanya  

dihad i r i  o leh  18  orang  anggota  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  had i r  pada  rapa t  tangga l  4 Nopember  2010  di  

Hote l  Sul tan  yang  dihad i r i  o leh  48  orang  anggota  dar i  

jumlah  anggota  80 orang  ;  - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  juga  menghadi r i  rapa t  yang  di l akukan  pada  

tangga l  10  Nopember  2010  yang  mengagendakan  Sta tement  

pengusu lan  Sdr .              H.  Achmad Fauz ie  dan  

Ste fanus  Nicho las  Pat t y  sebaga i  Ketua  Umum  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l ,  dan  Saks i  yang  menandatangan i  

Notu len  Rapatnya  ;  - -

- Bahwa sete lah  rapa t  tangga l  10  Nopember  2010  t i ndakan  

se lan ju t nya  ada lah  mengajukan  permohonan  pendaf t a ran  ke  

Menter i  Hukum  dan  HAM RI ,  akan  te tap i  permohonan  
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te rsebu t  be lum  dikabu l kan  karena  ada  permohonan  yang  

sama  dar i  p ihak  la i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  te lah  3  ( t i ga )  ka l i  mendatang i  Di rek tu r  

Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum Umum Depar temen  Hukum dan  

HAM RI  dan memohon untuk  di te r b i t k an  pendaf ta rannya  akan  

te tap i  jawabannya  adalah  permohonan  te rsebu t   t i dak  bisa  

di te rb i t k an  karena  ada  perse l i s i h an  di  da lam  par ta i  ;  

- - - - -

- Bahwa  Menter i  Hukum dan  HAM RI  akh i rnya  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  atas  nama M. Ar fan  dan Steven  Rumangkang  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  p ihak  Penggugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah  mengajukan  Kes impulan  masing- masing  pada  

pers i dangan  tangga l  4  Ju l i  2011,  sedangkan  Terguga t  t i dak  

mengajukan  Kesimpulannya ,  se lengkapnya  sebaga imana  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  t i dak  

te rp i sahkan  da lam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d i  

pers i dangan  menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers i dangan  dalam 

perkara  in i  dan  merupakan  bagian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

ura ian  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  akh i rnya  para  p ihak  menyatakan  t i dak  

akan  mengajukan  sesuatu  hal  lag i  da lam  perkara  in i ,  dan  
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se lan ju t nya  mohon putusan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  penggugat  

ada lah  sebaga imana  te rsebu t  d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Tergugat  dan   Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  

ekseps i   sebaga imana  te rmuat  da lam 

Jawabannya  masing- masing  te r t angga l  11  Apr i l  2011  (Terguga t )  

dan  tangga l  9  Mei  2011  (Terguga t  I I  In te r vens i )  yang  is i n ya  

sa l i ng  bersesua ian  yang  anta ra  la i n  ekseps i  ten tang  

kewenangan  abso lu t ,  ekseps i  ten tang  penggugat  t i dak  mempunyai  

kedudukan  hukum ( Lega l  Stand ing ) ,  ekseps i  ten tang  Obscuur  

Libe l  ( t i dak  je l as / kabu r )  dan  ekseps i  Erro r  in  

Persona/guga tan  sa lah  p ihak  ser ta  ekseps i  ten tang  

Penye lesa ian  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  mela lu i  Mahkamah 

Par ta i  Pol i t i k  atau  Pengadi l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  Terguga t  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r sebu t  pada  pokoknya  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Tentang  Kewenangan Absolu t .

Bahwa dengan  ke lua rnya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  

ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  
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ten tang  Par ta i  Pol i t i k  maka Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  perka ra  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

2. Tentang  Penggugat  Tidak  Mempunyai  Kedudukan  Hukum (  Lega l   

Stand ing  )  .  

Bahwa berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Azas i  

Manusia  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  tangga l  31  

Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  

Rumah Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010 Sampai  Kongres  I   Ketua  Umum adalah  

I r .  H.  Muhammad Ar fan ,  M.M.  dan  Steven  Rumangkang,  MBA.  

sebaga i  Sekre ta r i s ,  seh ingga  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3. Tentang    Obscuur  Libe l   (Gugatan  Tidak  Je las  dan Kabur )  .

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

memasukan  Tergugat  keda lam perkara  in i ,  karena  se ja t i n ya  

in i  ada lah  perse l i s i h an  in te rna l  d ida lam  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4. Tentang  Gugatan  Penggugat  Salah  Pihak  (  Erro r  in  Persona  )  .

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

menggugat  Terguga t  da lam  perkara  in i  karena  perkara  in i  
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ada lah  perse l i s i h an  in te rna l  d ida lam  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  yang  mekanisme  penye lesa iannya  dia tas  dalam 

Pasal  32  dan  Pasal  33  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

yang  te lah  diubah   dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2011 ten tang  Par ta i  Pol i t i k  ;  

5. Tentang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  Mela lu i  

Mahkamah Par ta i  Pol i t i k  atau  Pengad i l an  Neger i .

Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Pasa l  32  

dan  Pasa l  33  ten tang  Par ta i  Poi t i k  maka  penye lesa ian  

perse l i s i h an  dalam  suatu  Par ta i  te r l eb i h  dahu lu  

dise lesa i kan  mela lu i  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  d i  

lakukan  mela lu i  Pengad i l an  Neger i ,  jad i  bukan  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  Terguga t  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r sebu t ,  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

sebaga imana  diu ra i kan      d ibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  Kewenangan  Abso lu t ,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa yang  d ipe rmasa lahkan  o leh  Penggugat  

pada  pokoknya  adalah  mengenai  prosedur  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  

januar i  2011 ten tang  pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 

Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Per iode  2010  Sampai  Kongres  I ,  yang  menuru t  Penggugat  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  karena  yang  dipe rmasa lahkan  oleh  

Penggugat  adalah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  

oleh  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  maka untuk  menguj i  ada  atau  

t i daknya  cacat  yur i d i s  baik  dar i  seg i  prosedura l  maupun 

subs tans inya  dar i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  ada lah  merupakan  kewenangan  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  untuk  memer iksa  dan mengadi l i n ya  ;  - -

Menimbang,  bahwa  karena  substans i  yang  disengke takan  

dalam  perkara  in i  mengenai  prosedur  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  maka  menuru t  Pasa l  47  Undang-

Undang Nomor  5 Tahun  1986  yang  te l ah  di rev i s i  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  bahwa  Pengadi l an  berwenang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  

seh ingga  untuk  menguj i  keberadaan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  (ob jek  sengketa )  adalah  merupakan  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Jakar ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena  objek  sengketa  te rsebu t  ada lah  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

untuk  memer iksa  dan  memutusnya ,  maka  ekseps i  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  ten tang  kewenangan  abso lu t  te rsebu t  

harus  dinya takan  di  to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  
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memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

ten tang  Penggugat  t i dak  mempunyai  kedudukan  hukum  ( Lega l  

Stand ing )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Orang  atau  Badan  Hukum Perda ta  dapat  

mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  dia tu r  da lam  Pasal  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ya i t u  Orang  atau  Badan  Hukum 

Perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  o leh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

ke  Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  disengke takan  i t u  d inya takan  

bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan  atau  rehab i l i t a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  penger t i an  kepent i ngan  dalam  hukum 

acara  Tata  Usaha  Negara  mengandung  2  (dua)  ar t i  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menunjuk  kepada  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum,  

dan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Kepent i ngan  proses ,  ar t i n ya  apa  yang  hendak  dicapa i  

dengan  melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  adanya  kepent i ngan  seper t i  i t u  

merupakan  syara t  min imal  untuk  dapat  d i j ad i kan  alasan  
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penga juan  gugatan  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sedangkan  

yang  dimaksud  kepent i ngan  d is i n i  adalah  suatu  ni l a i ,  yang  

bers i f a t  menguntungkan  maupun yang  merug ikan  yang  di t imbu l kan  

atau  yang  menuru t  na la r  dapat  d iha rapkan  akan  t imbu l  o leh  

karenanya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  suatu  

Keputusan  peno lakan  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P- XVI I  berupa  Putusan  Rapat  

Pleno  Diper l uas  te r t angga l  10  Nopember  2010  dimana  da lam 

pleno  te rsebu t  menetapkan  dan  mengesahkan  pergan t i an  

kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

dar i  susunan  yang  sesua i  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Azas i  Manusia  Nomor  :  M.HH-05.AH.11 .01  Tahun  2009  tangga l  25  

Maret  2009  menjad i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Ketua  Umum dar i : VENCE RUMANGKANG kepada  H.  ACHMAD 

FAUZIE  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Sekre ta r i s  Jendera l  dar i  : H.  DADANG  GARNIDA 

kepada  STEFANUS  NICHOLAS  PATTY  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

I I I . Bendahara  Umum dar i : HANGKY 

GERUNGAN kepada  WILLIAM J.  KUSLI ,  ha l  
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in i  menunjukkan  bahwa  keberadaan  

penggugat  te lah  sah  dan  berhak  untuk  

mewaki l i  kepent i ngan  Par ta i  ba ik  di  

da lam maupun di  lua r  ; -  

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P- XVI I I   ya i t u  Sura t  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  kepada  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Azas i  Manusia  te r t angga l  10  Nopember  2010  Nomor  :  

1109/SK- E/P.BARNAS/XI /2010  Per iha l  :  Penetapan  Perubahan,  in i  

juga  merupakan  bukt i  bahwa Rapat  Pleno  Di  Per luas  te r t angga l  

10  Nopember  2010  te lah  bersepaka t  dan  mensahkan  kepemimpinan  

Penggugat  dan  ja j a r annya  di  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  te l ah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  para  Penggugat  te l ah  

te rp i l i h  sebaga i  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  da lam 

Rapat  Pleno  Di  Per luas  te r t angga l  10  Nopember  2010,  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim hal  te rsebu t  harus lah  di j ad i kan  sebaga i  

a lasan  bag i  Penggugat  untuk  mendapatkan  per l i n dungan  hukum 

dan  berp roses  untuk  mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  atas  

te rb i t n ya  Objek  Sengketa  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  mempunyai  

kepent i ngan  untuk  menggugat  Tergugat  karena  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  atas  te rb i t n ya  Objek  Sengketa ,  

karena  se jak  tangga l  10 Nopember  2010  te lah  te rp i l i h  sebaga i  
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Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  

Dengan  demik ian  maka ekseps i  Tergugat  yang  menyatakan  bahwa 

Penggugat  t i dak  mempunyai  kedudukan  hukum  untuk  menggugat  

Tergugat  t i dak l ah  bera lasan  hukum oleh  karenanya  harus  di  

to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  Penggugat  

kabur  ( Obscuur  Libe l )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  penga juan  gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  adalah  sudah  dia tu r  da lam 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te lah  di rev i s i  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  d imana  seseorang  dapat  mengajukan  gugatan  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  apab i l a  ia  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  

Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  te r t u l i s  yang  

ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  te rsebu t  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah dengan  

atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  atau  rehab i l i t a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  Objek  Sengketa  atau  yang  

dapat  d i j ad i kan  Objek  Sengketa  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  Suatu  Keputusan  atau  penetapan  te r t u l i s  yang  
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dike lua rkan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  Badan Hukum Perda ta  ;

Menimbang,  bahwa apab i l a  di l i h a t  dar i  keten tuan  Undang-

Undang Nomor  5 Tahun  1986  yang  te l ah  di rev i s i  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

khususnya  Pasal  1  angka  9  ten tang  penger t i an  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dan  Pasa l  53  ten tang  penga juan  gugatan ,  dan  

dihubungkan  dengan  Objek  Sengketa  yang  d iguga t  o leh  

Penggugat ,  maka  te r l i h a t  bahwa  Sura t  Keputusan  yang  

dike lua rkan  atau  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  sudah  ber i s i  suatu  

t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  dan menimbulkan  ak iba t  hukum 

ser ta  Orang  atau  Badan  Hukum Perda ta  (Penggugat )  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  atas  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  

Tergugat  te r sebu t ,  seh ingga  alasan  Tergugat  yang  mengatakan  

bahwa  gugatan  Penggugat  kabur  ( Obscuur  Libe l ) ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim bahwa ekseps i  Tergugat  te rsebu t  t i dak  bera lasan  

hukum dan harus  di  to l ak ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  penggugat  

sa lah  pihak  ( Erro r  In  Persona )  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  Objek  Sengketa  da lam 

perkara  in i  ada lah  

Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun  2011  
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te r t angga l  31  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  Sampai  Kongres  I ,  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  syara t - syara t  untuk  d i j ad i kan  

sebaga i  Tergugat  da lam  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te lah  

dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te l ah  

di rev i s i  dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  khususnya  Pasal  1  

angk a 8  ya i t u  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

melaksanakan  Urusan  Pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ar t i n ya  bahwa Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  te rsebu t  da lam melaksanakan  Urusan  Pemer in tahan  

mempunyai  kewenangan  untuk  i t u  dan  t i dak  melampaui  batas  

wewenang  yang  ada  padanya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  khususnya  Pasa l  24 mengatakan  :  Dalam 

hal  te r j ad i  perse l i s i h an  kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  has i l  

fo rum  te r t i n gg i  pengambi lan  keputusan  Par ta i  Pol i t i k ,  

pengesahan  perubahan  kepengurusan  belum  di l akukan  oleh  

Menter i  sampai  perse l i s i h an  te rse l esa i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  te rsebu t  d ia tas  sudah  

je l as  bahwa Kementer i an  Hukum dan  Hak Azas i  Manus ia  Republ i k  
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Indones ia  oleh  Undang- Undang  dibe r i  kewenangan  penuh  untuk  

pengesahan  perubahan  kepengurusan  dise t i ap  Par ta i  Pol i t i k  

yang  dimohonkan  kepadanya  sepan jang  permohonan  te rsebu t  t i dak  

melanggar  keten tuan - keten tuan  yang  ada  ser ta  sesua i  dengan  

Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  yang  ada  da lam 

Par ta i  te rsebu t  ;  - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kewenangan  te rsebu t  yang  

dimi l i k i  o leh  Tergugat  dan dihubungkan  dengan  keten tuan  da lam 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te lah  di rev i s i  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  khususnya  Pasa l  1 angka  8 d imana  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  adalah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  melaksanakan  Urusan  Pemer in tahan  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

seh ingga  a lasan  te rguga t  yang  mengatakan  bahwa  gugatan  

penggugat  Erro r  In  Persona  harus  d inya takan  di  to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  ten tang  

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  mela lu i  Mahkamah 

Par ta i  Pol i t i k  atau  Pengadi l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps i  in i  Tergugat  I I  

In te r vens i  mempersoa lkan  mengenai  gugatan  Penggugat  yang  

dia jukan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  ya i t u  

ten tang  kewenangan  mengadi l i .  Oleh  karena  kewenangan  

mengadi l i  te l ah  dipe r t imbangkan  sebe lumnya  (seper t i  d ia tas )  
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maka  ekseps i  in i  juga  harus  dinya takan  di  to l ak ,  dan  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  mengenai  

pokok  perkara  sebaga imana  d iu ra i kan  dibawah in i  ;

Dalam Pokok  Perkara .

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  penggugat  

ada lah  sebaga imana  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  Objek  Sengketa  da lam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  Sampai  

Kongres  I ,  yang  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menuntu t  pembata lan  Objek  

Sengketa  pada  pokoknya  didasarkan  atas  alasan- a lasan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d id i r i k an  di  Jakar t a  pada tangga l  

1 Oktober  2007 oleh  82 (de lapan  puluh  dua)  orang  pend i r i .  

Akta  Pendi r i an  te rmasuk  Susunan  Pendi r i ,  Susunan  Dewan 

Pimpinan  Pusat ,  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  

Par ta i  d ibua t  d ihadapan  Notar i s  Aswendi  Kamul i ,  S.H.  

dengan  Akta  Pendi r i an  Organ isas i  Nomor  02  Tangga l  1 

Oktober  2007 ;  - - - - - - - -

2. Pendi r i an  par ta i  in i  d ida f t a r kan  ke  Depar temen  Hukum dan  

Hak  Azas i  Manus ia  pada  tahun  2007.  Namun  sehubungan  
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dengan  ber lakunya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  d imana  set i ap  Par ta i  Pol i t i k  

d iwa j i b kan  anta ra  la i n ,  menyer takan  30  persen  gender  

perempuan  dalam  susunan  pend i r i  dan  kepengurusan ,  ser ta  

waj ib  mengiku t i  ver i f i k a s i .  Maka bagi  par ta i - par ta i  yang  

did i r i k an  sebe lum  ber l akunya  keten tuan  Undang- Undang  

te rsebu t  te rmasuk  Par ta i  Bar i san  nas iona l ,  d iha ruskan  

melakukan  penyesua ian  untuk  dapat  lu l us  da lam ver i f i k a s i  

par ta i  tahun  2008 ;  

3. Sete lah  mengiku t i  ver i f i k a s i  par ta i  po l i t i k  tahun  2008  

yang  diadakan  o leh  Depar temen  Hukum  dan  Hak  Azas i  

Manusia ,  maka d ipero l eh  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  

Hak  Azas i  Manus ia  Nomor  :  M.HH-27.AH.11 .01  Tahun  2008  

tangga l  3  Apr i l  2008  yang  mengesahkan  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  sebaga i  Badan  Hukum,  dan  d imuat  da lam  Lembaran  

Negara  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  36  Tahun  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dalam  perkembangannya  menghadap i  Pemi lu  tahun  2009,  

p impinan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

mengalami  beberapa  ka l i  perubahan  mela lu i  Keputusan  Rapat  

Pleno  Diper l uas  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l ,  ya i t u   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Perubahan  Pertama  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -   
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- Ketua  Umum,  dar i  Pro f .  DR.  H.M.  Roy  Sembel  ke  Vence 

Rumangkang ;  - -

- Sekretar i s  Jendera l ,  dar i  Prof .  DR.  K.H.  Rusmana Kelana ,  

SIP.  ke  Komjen Pol  (Purn)  H.  Dadang garnida ,  S.H. ,  MBA ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bendahara  Umum,  dar i  Ny.  Zai r i na  P.  Si regar  ke  Ny.  Meita  

Walla  Gerungan,  S.E. ,  M.M.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Perubahan  Kedua  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- Ketua  Umum -  Vence  Rumangkang  ( te tap)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sekretar i s  Jendera l  -  Komjen  Pol  (Purn)  H.  Dadang 

garnida ,  S.H. ,  MBA.  ( te tap )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bendahara  Umum,  dar i  Ny.  Mei ta  Wal la  Gerungan,  S.E. ,  

M.M.  ke  Hangky  Gerungan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Sdr .  Vence  Rumangkang  sudah t idak  menjad i  Ketua  Umum dan 

Anggota  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  karena  menjad i  anggota  

par ta i  la i n ,  set i daknya  se jak  d i l an t i k  menjad i  Anggota  

Dewan Pembina  Par ta i  Demokra t  har i  Sabtu ,  tangga l  20 Jun i  

2010.  Ar t i nya  se jak  waktu  te rsebu t  juga ,  Sdr .  Vence  
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Rumangkang  sudah  t i dak  memi l i k i  hak  dan kewenangan  apapun  

sebaga i  anggota  par ta i  dan  Ketua  Umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Par ta i  Bar i san  nas iona l  be lum  pernah  mengadakan  Kongres  

se jak  par ta i  d id i r i k an  tangga l  1  Oktober  2007,  seh ingga  

t i dak  boleh  ada  perubahan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga  Par ta i  dan  memer lukan  pengesahan  

Menter i  Hukum  dan  Hak  Azas i  Manusia ,  demik ian  juga  

berka i t an  dengan  Masa  Bakt i  kepengurusan  hanya  dikena l  

tahun  2007  -  2012.  Kongres  par ta i  ber l angsung  set i ap  5  

( l ima)  tahun  untuk  merev is i /me robah  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga  ser ta  memi l i h  Kepengurusan  Per iode  

baru .  Set iap  pergan t i an  kepengurusan  da lam satu  per iode ,  

hanya lah  pergant i an  anta r  waktu  (PAW),  dan  t i dak  dapat  

merobah  per iode  kepengurusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. Bahwa  dengan  te rb i t n ya  Objek  Gugatan  te rsebu t  secara  

nyata - nyata  Penggugat  sangat  d i rug i kan  karena  Penggugat  

ada lah  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  yang  sah  te rp i l i h  mela lu i  proses  dan  mekanisme  

par ta i  yang  benar  sesua i  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah  Tangga  ser ta  te l ah  mengajukan  Permohonan  

Pendaf ta ran  Perubahan  Susunan  Pengurus  ke  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Azas i  Manusia  se jak  tangga l  11  Nopember  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l n ya  masing-

masing  pihak  te l ah  mengajukan  a la t - ala t  bukt i  d imana  pihak  

Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  Sura t  yang  dibe r i  tanda  P- I  

s/d  P- XXXVI  tanpa  menghadi r kan  saks i ,  Tergugat  mengajukan  

bukt i  Sura t  yang  d ibe r i  tanda  T- I  s/d  T- VI  dan  Tergugat  I I  

In te rvens i  juga  mengajukan  ala t  bukt i  Sura t  yang  dibe r i  tanda  

T. I I . I n t v - 1  s/d  T. I I . I n t v - 36  dan  2  (dua)  orang  Saksi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  rangka  usaha  mencar i  kebenaran  

mater i l ,  maka sesua i  dengan keten tuan  Pasa l  107 Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  yang  te lah  d i rev i s i  dengan  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  dalam bag ian  pen je l asan  menerangkan  bahwa 

Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   dapat  menentukan  send i r i  

apa yang  harus  dibuk t i k an  dan s iapa  yang  dibeban i  pembukt i an ,  

ha l  apa sa ja  yang  harus  d ibuk t i k an  oleh  pihak  yang  berperka ra  

dan  hal  apa  sa ja  yang  harus  dibuk t i k an  oleh  Hakim  send i r i ,  

a la t  bukt i  mana sa ja  yang  diu tamakan  untuk  dipe rgunakan  dalam 

pembukt i an  dan  kekuatan  pembukt i an  bukt i  yang  te l ah  

dia jukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  da l i l  gugatan  Penggugat  dan  dal i l  

bantahan  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  ser ta  bukt i -

bukt i  sura t  dan kete rangan  saks i  yang  d ia j ukan  di  pers i dangan  

menuru t  Maje l i s  Hakim  bahwa  yang  menjad i  persoa lan /masa lah  

pokok  yang  per l u  diper t imbangkan  da lam  sengke ta  in i  ada lah  
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apakah  dalam  perspek t i f  admin is t r a t i f  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Objek  Sengketa  adalah  mengandung  caca t  yur i d i s ,  

seh ingga  harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  permasa lahan  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  dar i  seg i  kewenangan,  

seg i  fo rma l  pro sedura l  dan  seg i  substans i  mater i l n ya ,  d imana  

te rhadap  ket i ga  seg i  te rsebu t  dapat  d in i l a i  secara  al te rna t i f  

maupun  secara  kumula t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  yang  dipe rmasa lahkan  oleh  Penggugat  

da lam  perkara  in i  adalah  Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-

02.AH.11 .01  Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  2011  ten tang  

Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  

Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  

Sampai  Kongres  I  yang  menuru t  Penggugat  bahwa  penerb i t an  

Objek  Sengketa  a  quo  te lah  melanggar  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang  

Baik  (AAUPB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  a lasan  Tergugat  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Objek  Sengketa  te rsebu t  adalah  karena  pada  waktu  

penerb i t an  t i dak  te rdapa t  sengketa  di  tubuh  Dewan Pimpinan  

Pusat  Bar i san  Nasiona l  karena  t i dak  ada  gugatan  dar i  p ihak  

manapun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa sebe lum Maje l i s  hak im  mempert imbangkan  

mengenai  pro sedura l  penerb i t an  Objek  Sengketa ,  maka te r l eb i h  

dahu lu  memper t imbangkan  ten tang  apakah  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

te r t angga l  31  Januar i  2011  mempunyai  kewenangan  untuk  i t u  ;  

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2011  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  khususnya  pasa l  5  ayat  (3 )  dan  (4 )  

mengatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  5 ayat  (3 ) :  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  

Rumah Tangga  harus  d ida f t a r kan  ke  Kementer i an  

pal i ng  lama  30  ( t i ga  puluh )  har i  te rh i t u ng  

se jak  te r j ad i n ya  perubahan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  5 ayat  (4 ) : Pendaf ta ran  perubahan  sebaga imana  

dimaksud  pada ayat  (3 )  menyer takan  Akta  Notar i s  

mengenai  perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah  Tangga  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa apab i l a  di l i h a t  dar i  keten tuan  te rsebu t  

d ia tas  dan  juga  Terguga t  adalah  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  i t u ,  maka penerb i t an  

Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  te rsebu t  adalah  te lah  sesua i  

dengan  kewenangan  yang  ada  padanya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

mengenai  prosedura l  penerb i t an  Objek  Sengketa  oleh  te rguga t  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  da l i l  gugatan  penggugat  dan  da l i l  

bantahan  te rguga t  dan  te rguga t  I I  in te r vens i  ser ta  bukt i -

bukt i  yang  dia j ukan  di  pers idangan  te rungkap  fak ta  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Par ta i  Bar i san  Nasiona l  d id i r i k an  pada  tangga l  1 

Oktober  2007 (P- VI I ) ;

2. Bahwa  Kementer i an  Hukum  dan  Hak  Azas i  Manusia  te l ah  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-72.AH.11 .01  

Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Perubahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

te r t angga l  10  September  2008  dengan  susunan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketua  Umum : VENCE  RUMANGKANG  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sekre ta r i s  Jendera l :  Komjen.  Pol .  (Purn )  Drs .  H.  DADANG 

GARNIDA,  S.H. ,  MBA.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bendahara  Umum : MEITA  WALLA  GERUNGAN,  SE. ,  MM  (P-

XXXI I I )  ;  - - - - - -

3. Bahwa  Vence  Rumangkang  te l ah  mengundurkan  di r i  sebaga i  

Ketua  Umum Par ta i  Bar i san  Nasiona l  pada  tangga l  7  Jun i  

2010 (T I I  In t v - 8)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Bahwa  pada  tangga l  6  Agustus  2010  Notu len  Pleno  DPP 

Par ta i  Bar i san  Nasiona l  vers i  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

memi l i h  Ketua  Umum I r .                        H.  Muhammad 

Ar fan ,  M.M.  dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Steven  Rumangkang,  

MBA.  (Terguga t  I I  In te r vens i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

5. Bahwa  sete lah  Vence  Rumangkang  mengundurkan  di r i ,  para  

Penggugat  mengadakan  Rapat  Pleno  DPP pada  tangga l  10  

Nopember  2010  dan  menghas i l kan  H.  Achmad Fauz ie  te rp i l i h  

sebaga i  Ketua  Umum dan  Ste fanus  Nico las  Pat ty  sebaga i  

Sekre ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  yang  dida l i l k a n  oleh  

Penggugat  bahwa  has i l  p leno  tangga l  8  Jun i  2010  yang  

menghas i l kan  I r .  H.  Muhammad Ar fan ,  M.M.  sebaga i  Ketua  Umum 

dan Steven  Rumangkang,  MBA. sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l  t i dak  

mela lu i  prosedura l  dan  t i dak  memenuhi  fo rum  Rapat  Pleno ,  

sedangkan  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  juga  mengatakan  

bahwa Rapat  Pleno  yang  di l aksanakan  pada  tangga l  8 Jun i  2011  

te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  yang  ada  dan  bahkan  para  

Penggugat  send i r i  i ku t  hadi r  da lam  Rapat  Pleno  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te r l epas  dar i  da l i l  gugatan  Penggugat  

dan  bantahan  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  Maje l i s  

Hakim  akan  mempert imbangkan  dar i  perspek t i f  admin is t r a t i f  

berdasarkan   keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  khususnya  Pasa l  23  ayat  (2 )  dan  (3)  

mengatakan  bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  23 ayat  ( 2) : Susunan  Kepengurusan  has i l  

pergan t i an  kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  Tingka t  

Pusat  d i  daf ta r kan  ke  Depar temen  pal i ng  lama  

30  ( t i ga  pu luh )  har i  te rh i t u ng  se jak  

te r j ad i n ya  pergan t i an  kepengurusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  23 ayat  ( 3) : Susunan  Kepengurusan  baru  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

d i te t apkan  dengan  Keputusan  Menter i  pa l i ng  

lama  7  ( tu j uh )  har i  te rh i t u ng  se jak  

di te r imanya  persyara tan  (P- XXX dan  T. I I . I n t v -

35,  36)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam bukt i  TI I  In t v - 7 ten tang  Putusan  

Rapat  Pleno  Diper l uas  dimana  se jak  tangga l  8 Jun i  2010  te l ah  

menetapkan  dan  mengesahkan  pergant i an  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  vers i  Tergugat  I I  In te r vens i  ya i t u  :  - - - - - - - - - -

I . Ketua  Umum dar i : Vence  Rumangkang  kepada  I r .H .Muhammad 

Ar fan ;

I I . Sekre ta r i s  Jendera l  dar i : I r .  H.  

Muhammad  Ar fan  kepada  Steven  

Rumangkang  (T . I I . I n t v - 7)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  pada  tangga l  6  Oktober  2010  (T . I I . I n t v - 3)  

o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  I r .  H.  Muhammad Ar fan ,  M.M.  

(Ketua  Umum)  dan  Steven  Rumangkang,  MBA.  (Sekre ta r i s  

Jendera l )  mengi r im  sura t  kepada  Menter i  Hukum dan  Hak Azas i  

Manusia  dengan  Nomor  :  008/SK.E/P .BARNAS/X/2010  Per iha l  :  

Pember i t ahuan ,  d imana  d ida lam  sura t  para  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r sebu t  member i t ahukan  kepada  Tergugat  bahwa 

te l ah  ada  perubahan  atau  te lah  di te t apkan  I r .  H.  Muhammad 

Ar fan  sebaga i  Ketua  Umum dan  Steven  Rumangkang  sebaga i  

Sekre ta r i s   Jendera l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam penetapan  Tergugat  I I  In te r vens i  

sebaga i  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  pada  tangga l  8  

Jun i  2010  (T . I I . I n t v - 7)  o leh  peser ta  Rapat  Pleno  Diper l uas  

dan  dihubungkan  dengan  Pasa l  23 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  

2 Tahun 2008 yang  mengatakan  bahwa susunan  kepengurusan  has i l  

pergan t i an  kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  t i ngka t  pusat  

d ida f t a r kan  ke  Depar temen  pal i ng  lama  30  ( t i ga  pu luh )  har i  

te rh i t ung  se jak  te r j ad i  pergan t i an  kepengurusan ,  seh ingga  

apab i l a  di l i h a t  dar i  has i l  Rapat  Pleno  Diper l uas  yang  

di l aksanakan  oleh  vers i  Tergugat  I I  In te r vens i  pada tangga l  8  

Jun i  2010  dan  pendaf t a r annya  d i  Depar temen  Hukum dan  Hak 

Azas i  Manusia  pada  tangga l  6  Oktober  2010  (T . I I . I n t v - 3)  

ada lah  te lah  menyalah i  atu ran  yang  ada  dan  t i dak  prosedur  

ser ta  cacat  hukum sebaga imana  d i t en tukan  dalam Undang- Undang  

Nomor  2  Tahun  2008  khususnya  Pasa l  23  ayat  (2 )  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  perubahan  kepengurusan  yang  di l akukan  

atau  di l aksanakan  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  pada  

tangga l  8  Jun i  2010  dan  kemudian  d ida f t a r kan  di  Kemente r i an 

Hukum dan  Hak  Azas i  Manusia  pada  tangga l  6  Oktober  2010  

dimana  hal  te rsebu t  te lah  menyalah i  prosedur  yang  ada  dalam 

Pasal  23 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  2 Tahun  2008,  dan yang  

leb ih  menyalah i  atu ran  lag i  ya i t u  ten tang  pengesahan  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  d imana  Tergugat  I I  In te r vens i  

member i t ahu kan  kepada  Tergugat  pada  tangga l  6  Oktober  2010  

dan baru  ada pengesahan  dar i  Terguga t  pada tangga l  31 Januar i  

2011,  ha l  te rsebu t  t i dak  sesua i  dengan  Pasa l  23  ayat  (3 )  

Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2008  yang  mengatakan  susunan  

kepengurusan  baru  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (2 )  d i te t apkan  dengan  keputusan  Menter i  d imaksud  pada  

ayat  (2 )  d i te t apkan  dengan  Keputusan  Menter i  pa l i ng  lama  7  

( tu j uh )  har i  te rh i t u ng  se jak  di te r imanya  persyara tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  pergan t i an  pengurus  yang  

di l akukan  dalam  Rapat  Pleno  Diper l uas  pada  tangga l  8  Jun i  

2010  juga  d i i r i n g i  dengan  perubahan  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga Par ta i  seh ingga  te rb i t  Akta    Nomor  :  1 

pada  tangga l  5 Oktober  2010  yang  di tanda tangan i  o leh  Notar i s  

DEBRA TRUI  CATO SCHRAM,  S.H.  (T . I I . I n t v - 9)  dan  kemudian  

disahkan  oleh  Terguga t  pada  tangga l  31 Januar i  2011  (P- I  dan  

T. I I . I n t v - 10) ,  ha l  in i  juga  te l ah  menyalah i  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dalam  Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  
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Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2008  khususnya  Pasal  5  ayat  (1 )  

ya i t u :  bahwa  perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah 

Tangga  harus  dida f t a r kan  ke  Depar temen  pal i ng  lama 14 (empat  

be las )  har i  te rh i t u ng  se jak  te r j ad i n ya  perubahan  te rsebu t  ;  

- -

Menimbang,  bahwa  sete lah  pengunduran  di r i  Vence  

Rumangkang  sebaga i  Ketua  Umum Par ta i  Bar i san  Nasiona l  pada  

tangga l  7  Jun i  2010  (T . I I . I n t v - 8) ,  maka  dalam  tubuh  par ta i  

te rsebu t  sudah  mula i  te r j ad i  kesa lahpahaman  dimana  hal  

te rsebu t  berak iba t  perse l i s i h an  yang  sangat  su l i t  d i te r ima  

oleh  masing- masing  pihak  seh ingga  masing- masing  melaksanakan  

Rapat  Pleno  Diper l uas  dengan  pemi l i han  Ketua  Umum yang  

berak iba t  te r j ad i nya  2  (dua)  kubu  ya i t u  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  vers i  atau  kubu  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  vers i  atau  kubu  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pelaksanaan  dan  penetapan  Ketuan  Umum 

oleh  Terguga t  I I  INTERVENSI  te l ah  di l apo rkan  kepada  Menter i  

Hukum  dan  Hak  Azas i  Manusia  sebaga imana  yang  d iu ra i kan  

dia tas ,  sedangkan  penggugat  juga  te l ah  melakukan  Rapat  Pleno  

yang  dimula i  dar i  tangga l  4  Nopember  2010  sampai  dengan  

tangga l  10  Nopember  2010  (P- XXVI I )  yang  memutuskan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Ketua  Umum dar i  :  Vence  Rumangkang  kepada  H.  Achmad 

Fauz ie  ;  - - - -

I I . Sekre ta r i s  Jendera l  dar i  :  H.  Dadang  Garn ida  kepada  
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Ste fanus  Nicho las  Pat t y ;

I I I . Bendahara  Umum dar i :  Hangky  Gerungan  kepada  Wil l i am  

J.  Kusl i  ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  penetapan  Ketua  Umum dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  vers i  atau  kubu  para  Penggugat  maka 

langsung  mengi r im  sura t  pember i t ahuan  atas  perubahan  susunan  

Ketua  dan  Sekre ta r i s  has i l  Rapat  Pleno  Diper l uas  tangga l  4  

sampai  dengan  10  Nopember  2010  kepada  Menter i  Hukum dan  Hak 

Azas i  Manusia  pada  tangga l  11  Nopember  2010  (P- XI )  dan  

di te r ima  pada  tangga l  11  Nopember  2010  (P- XI I )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  Rapat  Pleno  Diper l uas  

yang  di l aksanakan  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  tangga l  8 Jun i  

2010  dan  Rapat  Pleno  Diper l uas  yang  di l aksanakan  oleh  

Penggugat  pada  tangga l  4  sampai  dengan  10  Nopember  2010  

bera r t i  membukt i kan  bahwa  dida lam  tubuh  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  ada  masalah  atau  perse l i s i h an  d ian ta ra  para  

pengurus ,  seh ingga  alasan  Terguga t  yang  mengatakan  bahwa 

te rb i t n ya  Objek  Sengketa  karena  t i dak  te rdapa t  sengketa  

di tubuh  DPP i t u  ada lah  alasan  yang  dika rang- karang  karena  

pada  tangga l  6  Oktober  2010  oleh  Terguga t  I I  In te r vens i  

mengi r im  sura t  pember i t ahuan  ten tang  perubahan  susunan  Ketua  

dan  Sekre ta r i s  Jendera l ,  dan  beg i t u  juga  p ihak  Penggugat  

mengi r im  kepada  Menter i  Hukum dan  Hak Azas i  Manus ia  ten tang  

Ketua  dan  Sekre ta r i s  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  yang  baru  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa dalam Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2008  

khususnya   Pasal  24  mengatakan  :  Dalam  hal   te r j ad i  

perse l i s i h an   kepengurusan

Par ta i   Pol i t i k  has i l  fo rum  

te t i ngg i  pengambi lan  keputusan  

par ta i  pol i t i k ,  pengesahan  

perubahan  kepengurusan  belum dapat  

d i l akukan  oleh  Menter i  sampai  

perse l i s i h an  te rse lesa i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

in i  berar t i  bahwa oleh  Undang- Undang  t i dak  diperbo lehkan  ada  

pengesahan  te rhadap  sa lah  satu  pihak  apab i l a  te r j ad i  

perse l i s i h an  apa lag i  dar i  ke dua kubu  in i  ya i t u  Penggugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  sa l i ng  mengk lam kepengurusan  di  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

dia tas  dan  adanya  fak ta - fak ta  bahwa sete lah  di te t apkan  Ketua  

Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  pada  tangga l  8  Jun i  2010  dan  

kemudian  lan ju tn ya  dengan  perubahan  Anggaran  dasar  dan  

Anggaran  Rumah Tangga  vers i  atau  kubu  Terguga t  I I  In te r vens i  

dan baru  dik i r im  untuk  pengesahan  pada tangga l  6 Oktober  2010  

dan  kemudian  baru  disahkan  oleh  te rguga t  pada  tangga l  31  

Januar i  2011  (Objek  Sengketa ) ,  yang  Notabene  te lah  lewat  

waktu  dan  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  
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2008  khususnya  Pasa l  5  ayat  (1 ) ,  Pasa l  23  ayat  (2 )  dan  (3 )  

ser ta  Pasa l  24  ten tang  Par ta i  Pol i t i k ,  maka menuru t  Maje l i s  

Hakim bahwa sudah  se layaknya  Tergugat  mempert imbangkan  fak ta -

fak ta  te rsebu t  dan  mel iba t kan  Penggugat  untuk  se- t i dak -

t i daknya  dimin takan  kete rangan  mengenai  perse l i s i h an  dan  

kepemimpinan  di t ubuh  Par ta i  Bar i san  Nasiona l .  Oleh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  Tergugat  pada  saat  

menerb i t kan  Objek  Sengketa  t i dak  memper t imbangkan  secara  

cermat  adanya  2  (dua)  kepemimpinan  di tubuh  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  dan  adanya  kepent i ngan  Penggugat  sebaga i  Ketua  Umum 

dan  Sekre ta r i s  Jendera l  sebe lum  menerb i t kan  Keputusannya ,  

seh ingga  hal  te r sebu t  ber ten tangan  dengan  Azas- Azas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  (AAUPB)  sebaga i mana d i t en tukan  dalam 

Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

yang  te l ah  di rev i s i  dengan Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa  dalam  perkara  in i  te l ah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 ten tang  Par ta i  Pol i t i k  dan Azas  Kecermatan  

yang  merupakan  bag ian  da lam Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang 

baik  (AAUPB),  seh ingga  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  

te l ah  mengandung  cacat  yur id i s  maka  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa  te rsebu t  bera lasan  hukum untuk  d inya takan  bata l ,  dan  

Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa  d inya takan  bata l ,  maka  te rhadap  gugatan  penggugat  

patu t  d i  kabu lkan  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  dikabu l kannya  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya ,  maka tun tu tan  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

yang  memohon  peno lakan  te rhadap  gugatan  Penggugat  harus  

dinya takan  t i dak  bera lasan  hukum dan  dinya takan  di  to lak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  harus  dinya takan  

sebaga i  p ihak  yang  ka lah  dan  diwa j i b kan  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam  sengke ta  in i  yang  jumlahnya  akan  

di ten tukan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  penundaan  pelaksanaan  te rhadap  

objek  sengke ta  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim  karena  t i dak  ada  kepent i ngan  Penggugat  yang  

sangat  mendesak  untuk  d i l aksanakan  penundaan  te rsebu t ,  maka 

permohonan  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  d ikabu l kan  dan  

harus  d i t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  yang  t i dak  secara  tegas  

dipe r t imbangkan  dalam putusan  in i  karena  t i dak  re levan  harus  
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dikesampingkan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  pasa l  da lam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

yang  te l ah  di rev i s i  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

te rakh i r  dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  berka i t an  dengan  

sengketa  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :

Dalam ekseps i  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  

Tahun  2011  te r t angga l  31  Januar i  2011  ten tang  Pengesahan  

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Penyempurnaan  

Organ isas i  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Per iode  2010  Sampai  

Kongres  I  yang  d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  M.HH-02.AH.11 .01  Tahun 2011 te r t angga l  31 Januar i  

2011  ten tang  Pengesahan  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah 
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Tangga  dan  Penyempurnaan  Organ isas i  Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Per iode  2010  Sampai  Kongres  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  untuk  

membayar  se lu ruh  biaya- biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i  sebesar  Rp.  508.000 , -  ( l ima  ra tus  delapan  r ibu  

rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  pada  har i  SENIN,  tangga l  18  JULI  2011,  o leh  

Kami  HERMAN BAEHA,  S.H. ,  M.H. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  

ANDRI  MOSEPA,  S.H. ,  M.H. ,  dan  BONNYARTI  KALA LANDE,  S.H. ,  

M.H. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana 

diucapkan  pada  har i  SENIN,  tangga l  25  JULI  2011,  da lam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  TIT IN  RUSTINIH,  S.H. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

dengan  dihad i r i  o leh  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum Tergugat  I I  

In te r vens i ,  tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  maupun  Kuasa  

Hukumnya.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, 
  
TTD.
               TTD.
  
HERMAN BAEHA, S.H. ,  M.H.
ANDRI MOSEPA, S.H. ,  M.H.  
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               TTD.  
       
BONNYARTI KALA LANDE, S.H. ,  M.H.

          PANITERA PENGGANTI,

          TTD.   
      

          TIT IN  RUSTINIH,  S.H.

Rinc ian  biaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  ………………………………

Rp.  30.000 , -

2. ATK ……………………………………….Rp.  

50.000 , -

3. Panggi l an  …………………………………

Rp.   400.000 , -

4. Matera i  Putusan  …………………………

Rp.  12.000 , -

5. Redaks i  Putusan  ………………………..

Rp.  10.000 , -

6. Leges  Putusan  …………………………..
Rp.    6.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.   508.000 , -

(L ima  ra tus  delapan  r i bu  rup iah ) .   
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